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BABI 

PENDAHULUAN 

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan 

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 

daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam 

suatu lingkungan wilayah dalamjangka waktu tertentu. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaiana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah bahwa 

Perangkat Daerah harus menyusun perencanaan pembangunan 

menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. 

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat 

daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. 

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis 

yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar 

yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari 

( 1) persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) penyusunan 

rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) penyusunan Rancangan Akhir 

Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. 
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Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 

2017 - 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, 

sebagaimana Gambar 1.1. 

Gambar 1.1 

Tahapan Penyusunan Renstra SKPD Berdasarkan Permendagri 

Nomor 86 Tahun 2017 
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Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini telah memiliki Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 

2005 - 2025 (Perda Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Tasikmalaya Tahun 2017-2022. 

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bapelitbangda) sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas 

pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah 

memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan 

tupoksi Bappelitbangda diperlukan suatu dokumen rencana strategis 
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yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun 

mendatang. Dokumen Renstra Bappelitbangda tersebut harus 

terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022. 

Renstra Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 

merupakan komitmen Bappelitbangda yang digunakan sebagai tolok 

ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan 

kota Tasikmalaya serta sebagai pedoman dan acuan dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, 

tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dengan mempertimbangkan 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang 

dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Tasikmalaya, 

yaitu 'Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani'. 

Berkaitan dengan hierarki organisasi, Renstra Bappelitbangda Kota 

Tasikmalaya merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Tasikmalaya 

Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, serta 

memperhatikan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2016 

Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya, 

juga memperhatikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

SPPN yang menyetakan bahwa lembaga perencana pembangunan di 

Indonesia harus mengemban tugas dan misi berikut ini: 

1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 

2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar 

daerah, sektor, ruang, waktu, fungsi antara pusat dan daerah; 

3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran dan pelaksanaan; 

4) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan 

melibatkan masyarakat; dan 

5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 

Saat ini, dinamika pembangunan menuntut dipenuhinya 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga 

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya perlu menyesuaikan indikator kineija 

Bab 1-3-



Rencana Strategis 1 2017-2022 
~{tditl4~ ~~ 7~ 

Bappelitbangda yang mendukung tercapainya Indikator Kinelja Utama 

W alikota Tasikmalaya. 

1.2 Landasan Hukum 

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2017 - 2022, sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 

Tasikmalaya; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaiana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019; 

9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang 

Petunjuk Teknis Peijanjian Kineija, Pelaporan Kinerja Dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan 

Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Keija Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2008-2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2008- 2013; 

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 

Tasikmalaya Tahun 2005 - 2025; 

16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011- 2031; 

18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Tasikmalaya Tahun 2017- 2022; 
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19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

20. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata 

Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan; 

21. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang 

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata 

Keija Perangkat Daerah; 

22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2016 Tentang 

Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota 

Tasikmalaya; 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 

Bappelitbangda adalah menyediakan dokumen perencanaan 

Bappelitbangda untuk kurun waktu Tahun 20 17 - 2022 yang 

mencakup gambaran kineija, permasalahan, isu strategis tujuan, 

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah 

sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 20 17 - 2022 

sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda. 

Tujuan dari penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota 

Tasikmalaya yaitu: 

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017 - 2022 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam 

mendukung Visi dan Misi Walikota Tasikmalaya. 

2) Menyediakan tolok ukur kineija pelaksanaan program dan kegiatan 

Bappelitbangda untuk kurun waktu tahun 2017 - 2022 dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan 

pengendalian dan evaluasi kineija perangkat daerah. 

3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Keija (Renja) 

Bappelitbangda yang meru pakan dokumen perencanaan 

Bappelitbangda tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 - 2022. 
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Adapun sistematika penulisan dan susunan gans besar 1s1 

dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: 

Bah I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud 

dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat 

daerah tahun 2017-2022. 

Bah II Gamharan Pelayanan Perangkat Daerah 

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organ1sas1 

perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kineija 

pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang 

pengembangan pelayanan perangkat daerah. 

Bah III Permasalahan dan lsu-Isu Strategis Perangkat Daerah 

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan 

tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan 

terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra 

Kementerianjlembaga, telaahan Renstra perangkat daerah 

Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), 

telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta 

Penentuan isu-isu Strategis. 

Bah IV Tujuan dan Sasaran, 

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah 

perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran 

jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. 

Bah V Strategi dan Arab Kehijakan 

Bab ini dikemukakan rumusan pemyataan strategi dan arah 

kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang 

mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah 

daerah yang tertuang dalam RPJMD. 

Bah VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kineija, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifperangkat daerah 

tahun 2017-2022. 
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Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat 

Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Bab VIII Penutup 

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun 

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan 

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra perangkat 

daerah dan rencana tindak lanjut. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya merupakan lembaga teknis 

di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang melaksanakan 

urusan perencanaan pembangunan. 

Pembentukan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya didasarkan pada 

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 ten tang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindaklanjut 

dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah. 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. 

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Adapun struktur organisasi Bappelitbangda dibentuk 

berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 

2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, 

Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berikut ini adalah 

susunan organ1sas1 Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari: 

a . Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Program; 

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 

3. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pemerintahan, membawahkan: 

1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan; 

2 . Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan. 
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d. Bidang Ekonomi, membawahkan: 

1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi; 

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi. 

e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan: 

1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya; 

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya. 

f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

membawahkan: 

1. Sub Bidang Perencanaan lnfrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah; 

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah. 

g. UPT Badan; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada gambar susunan organisasi 

Bappelitbangda berikut ini: 
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Gambar Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya 
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2017-2022 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya 

Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 

Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Ke:rja Perangkat Daerah (Pasal95) 

menyelenggarakan fungsi: 

a) perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; 

b) pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; 

c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 

urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

e) pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan 

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh W alikota sesuai 

tugas dan fungsinya. 

Sesuai amanat Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 72 

Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Kota Tasikmalaya, maka tugas pokok, fungsi dan rincian 

tugas masing-masingjabatan adalah sebagai berikut: 

A. Kepala Badan 

Mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, 

mengarahkan, menyelenggarakan, membina, 

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan program ke:rja badan. 

Rincian tugas Kepala Badan : 

a) menyelenggarakan penyusunan rencana program ke:rja 

badan; 

b) merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana 

strategik dan program ke:rja badan untuk mendukung visi 

dan misi daerah; 
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c) menyelenggarakan koordinasi perumusan dan penyusunan 

kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang 

meliputi dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan 

PPAS serta perencanaan makro lainnya; 

d) menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan 

pembangunan di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial 

budaya, serta infrastruktur dan pengembangan wilayah; 

e) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan 

hasil perencanaan pembangunan daerah; 

f) menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi kegiatan 

perencanaan pembangunan pada unit ketja lainnya; 

g) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah di 

bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya serta 

infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka 

menunjang perencanaan pembangunan daerah; 

h) menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan 

penyusunan dokumen laporan keterangan 

pertimggungjawaban Walikota kepada DPRD, 

menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan 

Badan; 

i) menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua 

kegiatan unit; 

j) melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat 

daerah atau unit ketja lain yang terkait untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas Badan; 

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada W alikota 

dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan 

aset daerah; 

1) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah; 

m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

W alikota sesuai dengan bidang tugasnya. 
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B. Sekretariat 

Mempunyai 

administratif, 

pelaksanaan 

tugas pokok memberikan pelayanan 

koordinasi dan pengendalian dalam 

kegiatan kesekretariatan yang meliputi 

perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan 

umum. 

Rincian tugas Sekretariat: 

a) menyelenggarakan penyusunan rencana program ketja 

Sekretariat; 

b) menyelenggarakan pengoordinasian perumusan dan 

penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan 

PPAS serta LKPJ; 

c) mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, 

ketatausahaan, dan kerumahtanggaan badan; 

d) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan 

kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan di 

lingkungan badan; 

e) menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di 

bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan 

pengembangan untuk menunjang perencanaan 

pembangunan; 

f) mengoordinasikan penyusunan rencana program ketja 

badan; 

g) mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program ketja badan; 

h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Sekretariat; 

i) melaksanakan koordinasi dengan unit ketja terkait; dan 

j} melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Sekretariat membawahi tiga sub bagian, yaitu: 

( 1) Sub Bagian Program mempunyru tugas pokok 

menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program 

kerja serta kegiatan Badan, melaksanakan pengoordinasian 

penyiapan bahan perumusan dan penyusunan dokumen 

RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, serta melaksanakan 
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pengoordinasian penyiapan bahan perumusan perencanaan 

dan pendanaan pembangunan. 

Rincian tugas Sub Bagian Program: 

a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub 

Bagian Program; 

b) melaksanakan pengoordinasian perumusan dan 

penyusunan Rencana Strategis Badan serta rencana kerja 

Badan; 

c) melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan 

perumusan dan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, 

RKPD, KUA dan PPAS; 

d) melaksanakan pengelolaan data base dan dokumentasi 

perencanaan pembangunan daerah; 

e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Sub Bagian Program; 

f) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

pokok melaksanakan pengoordinasian, menyiapkan rumusan 

dan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Badan, 

pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, 

pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan 

pembangunan, laporan pertanggungjawaban Walikota kepada 

DPRD serta pengolahan data pembangunan. 

Rincian tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan: 

a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub 

Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 

b) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 

penganalisaan data dalam rangka menyusun bahan 

evaluasi dan pembuatan laporan program kerja badan; 

c) melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan 

perumusan dan penyusunan laporan pengendalian dan 

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan 

dan hasil rencana pembangunan; 
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d) melaksanakan pengoordinasian penyiapan bah an 

perumusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

W alikota kepada DPRD; 

e) melaksanakan pengoordinasian pengumpulan, pengolahan 

dan penganalisaan data pembangunan; 

f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Sub Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan; 

g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan 

mempunya1 tugas pokok melaksanakan ketatausahaan, 

rumah tangga, pengelolaan aset daerah, perpustakaan, 

kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, 

kepegawaian dan penatausahaan keuangan. 

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan 

Keuangan: 

a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub 

Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; 

b) melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Badan; 

c) melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Badan; 

d) melaksanakan pengelolaan aset daerah di lingkungan 

Badan; 

e) melaksanakan pengelolaan perpustakaan Badan; 

f) mengelola kepegawaian di lingkungan Badan; 

g) melaksanakan peny1apan bahan pembinaan dan 

pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan 

ketatalaksanaan di lingkungan Badan; 

h) melaksanakan penyusunan dokumen anggaran Badan; 

i) melaksanakan penatausahaan keuangan Badan; 

j) melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan 

Badan; 

k) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian 
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1) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

m) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

C. Bidang Pemerintahan 

Bidang Pemerintahan mempunya1 tugas pokok 

melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, 

bimbingan, konsultasi, koordinasi terhadap perencanaan, 

pengendalian, evaluasi, pelaporan, penelitian dan 

pengembangan pembangunan di bidang ketenteraman, 

ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, 

kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan 

informatika, statistik, persandian, perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, 

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 

Rincian tugas Bidang Pemerintahan: 

a) menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja 

Bidang Pemerintahan; 

b) melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep 

alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang 

ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan 

masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, 

komunikasi dan informatika, statistik, persandian, 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, 

keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 

kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

c) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan 

perencanaan serta dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA 

dan PPAS di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 

pelindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan 

sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, 
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keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 

kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

d) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan 

hasil perencanaan pembangunan daerah di bidang 

ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan 

masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, 

komunikasi dan informatika, statistik, persandian, 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, 

keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 

kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

e) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen 

LKPJ di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 

pelindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan 

sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, 

keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 

kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

f) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan 

di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan 

sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, 

keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 

kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Bidang Pemerintahan; 

h) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Bidang Pemerintahan, membawahkan: 

( 1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai 

tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan 

konsep altematif kebijakan perencanaan, perencanaan 

pembangunan serta penelitian dan pengembangan di bidang 

ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan 

masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi 

dan informatika, statistik, persandian, perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, 

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 

Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan: 

a) melaksanakan penyusunan rencana program ketja Sub 

Bidang Perencanaan Pemerintahan; 

b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

penyusunan konsep altematif kebijakan perencanaan 

pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum 

dan pelindungan masyarakat, kependudukan dan 

pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, 

persandian, perencanaan pembangunan, penelitian dan 

pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat 

DPRD, kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam 

negeri; 

c) melaksanakan peny~apan bahan perumusan dan 

penyusunan perencanaan pembangunan dan dokumen 

RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang 

ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan 

masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, 

komunikasi dan informatika, statistik, persandian, 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, 

keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 

kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

d melaksanakan bimbin an, konsultasi dan koordinasi 
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perencanaan pembangunan di bidang ketenteraman, 

ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, 

kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan 

informatika, statistik, persandian, perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, 

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

e) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan 

di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 

pelindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan 

sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, 

keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 

kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan 

Pemerintahan; 

g) melaksanakan koordinasi dengan unit ketja terkait; 

h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan 

mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan 

evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi 

terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan 

dan hasil perencanaan pembangunan, laporan 

pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta 

pengolahan data pembangunan di bidang ketenteraman, 

ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, 

kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan 

informatika, statistik, persandian, perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, 

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta 

olitik dalam ne eri. 
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Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

Pemerintahan: 

a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pemerintahan; 

b) melaksanakan peny1apan bahan perumusan dan 

penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanan dan hasil 

perencanan pembangunan di bidang ketenteraman, 

ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, 

kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan 

informatika, statistik, persandian, perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, 

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

c) melaksanakan peny1apan bahan perumusan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota kepada 

DPRD di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 

pelindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan 

sipil, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, 

keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 

pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 

kecamatan serta kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 

penganalisaan data pembangunan di bidang ketenteraman, 

ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, 

kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan 

informatika, statistik, persandian, perencanaan 

pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan, 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, 

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan serta 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan 

Evaluasi Pemerin tahan; 
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f) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

D. Bidang Sosial Budaya 

Bidang Sosial Budaya, mempunya1 tugas pokok 

melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, 

bimbingan, konsultasi, koordinasi terhadap perencanaan, 

pengendalian, evaluasi, pelaporan, penelitian dan 

pengembangan pembangunan di bidang pendidikan, 

kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan 

olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. 

Rincian tugas Bidang Sosial Budaya: 

a) menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja 

Bidang Sosial Budaya; 

b) melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep 

alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang 

pendidikan, kesehatan, sosial, 

pengendalian penduduk dan 

keagamaan, bencana, 

keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan 

kearsipan; 

c) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan 

perencanaan pembangunan serta dokumen RPJPD, 

RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang pendidikan, 

kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan 

olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan; 

d) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan 

hasil perencanaan pembangunan daerah di bidang 

pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, 

enduduk dan keluar a berencana, 
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pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan 

kearsipan; 

e) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen 

LKPJ di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, 

bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan 

kearsipan; 

f) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan 

di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, 

bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan 

kearsipan; 

g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Bidang Sosial Budaya; 

h) melaksanakan koordinasi dengan unit ketja terkait; 

i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bidang Sosial Budaya, membawahkan: 

( 1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyru 

tugas pokok menyiapkan bahan perumusan dan 

penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan, 

perencanaan pembangunan serta penelitian dan 

pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, 

keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, 

perpustakaan dan kearsipan. 

(2) Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya: 

a) melaksanakan penyusunan rencana program ketja Sub 

Bidang Perencanaan Sosial Budaya; 

b) melaksanakan bahan perumusan dan 

erencanaan 
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pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, 

keagamaan, bencana, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, 

kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan; 

c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

penyusunan perencanaan pembangunan dan dokumen 

RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang 

pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan 

kearsipan; 

d) melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi 

perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, 

kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan 

olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan; 

e) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan 

di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, 

bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan 

kearsipan; 

f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Sosial 

Budaya; 

g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

{2) Sub Bidang Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial 

Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan 

bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian dan 

evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan 

perencanaan dan hasil perencanaan pembangunan, laporan 
Bab II -- 16 --



Rencana Strategis I 2017-2022 
~t«jda ~CJt4 7~ 

pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta 

pengolahan data pembangunan di bidang pendidikan, 

kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan 

olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. 

Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial 

Budaya: 

a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Sosial Budaya; 

b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanan dan hasil 

perencanan pembangunan di bidang pendidikan, 

kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan 

olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan; 

c) melaksanakan peny1apan bahan perumusan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban W alikota kepada 

DPRD di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, 

bencana, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan 

kearsipan; 

d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 

penganalisaan data pembangunan di bidang pendidikan, 

kesehatan, sosial, keagamaan, bencana, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan 

olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan; 

e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan 

Evaluasi Sosial Budaya; 

f) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 
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Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan 

perumusan dan penyusunan kebijakan, bimbingan, 

konsultasi, koordinasi terhadap perencanaan, pengendalian, 

evaluasi, pelaporan, penelitian dan pengembangan 

pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, 

perindustrian, perdagangan, tenaga ketja, penanaman modal 

dan pelayanan penJman, pariwisata, ketahanan 

pangan,pertanian dan perikanan: 

Rincian tugas Bidang Ekonomi: 

a) melaksanakan penyusunan rencana program ketja Bidang 

Ekonomi; 

b) melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep 

alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang 

koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, 

perdagangan, tenaga ketja, penanaman modal dan 

pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, 

pertanian dan perikanan; 

c) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan 

perencanaan pembangunan serta dokumen RPJPD, 

RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang koperasi, usaha 

kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga ketja, 

penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, 

ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; 

d) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan 

hasil perencanaan pembangunan daerah di bidang 

koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, 

perdagangan, tenaga ketja, penanaman modal dan 

pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, 

ertanian dan perikanan; 

e) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen 

LKPJ di bidang koperasi, usaha kecil menengah, 

erindustrian, enanaman 
Bab II -- 18 --



Rencana Strategis I 
~~Df47~ 

2017-2022 

modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan 

pangan,pertanian dan perikanan; 

f) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan 

di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, 

perdagangan, tenaga ke:rja, penanaman modal dan 

pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan pangan, 

pertanian dan perikanan; 

g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Bidang Ekonomi melaksanakan 

koordinasi dengan unit keija terkait; dan 

h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bidang Ekonomi, membawahkan: 

(1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas 

pokok menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan 

konsep alternatif kebijakan perencanaan, perencanaan 

pembangunan serta penelitian dan pengembangan di bidang 

koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, 

tenaga ke:rja, penanaman modal dan pelayanan perijinan, 

pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan. 

Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi: 

a) Melaksanakan penyusunan rencana program keija Sub 

Bidang Perencanaan Ekonomi; 

b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan 

pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, 

perindustrian, perdagangan, tenaga keija, penanaman 

modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan 

pangan,pertanian dan perikanan; 

c) melaksanakan peny1apan bahan perumusan dan 

penyusunan perencanaan pembangunan dan dokumen 

RPJPD, RPJMD, RKPD, KU A dan PPAS di bidang koperasi, 

usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga 

keija, penanaman modal dan pelayanan penJinan, 

pariwisata, ketahanan pangan,pertanian dan perikanan; 
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d) melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi 

perencanaan pembangunan di bidang koperasi, usaha 

kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, 

penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, 

ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; 

e) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan 

di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, 

perdagangan, tenaga kerja, penanaman modal dan 

pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan 

pangan,pertanian dan perikanan; 

f) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Ekonomi; 

g) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

{2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi 

mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan 

evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi 

terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan 

dan hasil perencanaan pembangunan, laporan 

pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta 

pengolahan data pembangunan di bidang koperasi, usaha 

kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, 

penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, 

ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. 

Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

Ekonomi: 

a) melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub 

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi; 

b) melaksanakan penytapan bahan perumusan dan 

penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanan dan hasil 

perencanan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil 

menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, 

penanaman modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, 

ertanian dan erikanan; 
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c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban W alikota kepada 

DPRD di bidang koperasi, usaha kecil menengah, 

perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, penanaman 

modal dan pelayanan perijinan, pariwisata, ketahanan 

pangan, pertanian dan perikanan; 

d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 

penganalisaan data pembangunan di bidang koperasi, 

usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, tenaga 

kerja, penanaman modal dan pelayanan penJlnan, 

pariwisata, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; 

e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan 

Evaluasi Ekonomi; 

f) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

F. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 

mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan 

penyusunan kebijakan, bimbingan, konsultasi, koordinasi 

terhadap perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, 

penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan 

kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan 

perhubungan; 

Rincian tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah: 

a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Bidang 

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

b) melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep 

alternatif kebijakan perencanaan pembangunan di bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan 

kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan 
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c) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan 

perencanaan pembangunan serta dokumen RTRW, RPJPD, 

RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang pekerjaan umum 

dan penataan 

permukiman, 

perhubungan; 

ruang, 

pertanahan, 

peru mahan 

lingkungan 

dan kawasan 

hidup, dan 

d) menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan 

hasil perencanaan pembangunan daerah di bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan 

kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan 

perhubungan; 

e) menyelenggarakan perumusan dan penyusunan dokumen 

LKPJ di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, 

lingkungan hidup, dan perhubungan; 

f) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan 

di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, 

lingkungan hidup, dan perhubungan; 

g) menyelenggarakan pengordinasian perumusan dan 

penyusunan perencanaan dan pengendalian dokumen 

RTRW; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan 

yang berkaitan dengan tugas Bidang Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah; 

h) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 

membawahkan: 

( 1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah mempunya1 tugas pokok 

menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan konsep 

alternatif kebijakan perencanaan, perencanaan pembangunan 
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serta penelitian dan pengembangan di bidang pekeJ.jaan 

umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan 

permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan 

perhubungan. 

Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah: 

a) Melaksanakan penyusunan rencana program keJ.ja Sub 

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah; 

b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

penyusunan konsep alternatif kebijakan perencanaan 

pembangunan di bidang pekeJ.jaan umum dan penataan 

ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, 

lingkungan hidup, dan perhubungan; 

c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

penyusunan perencanaan pembangunan dan dokumen 

RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang pekeJ.jaan 

umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan 

permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan 

perhubungan; 

d) melaksanakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi 

perencanaan pembangunan di bidang pekeJ.jaan umum 

dan penataan ruang, perumahan dan kawasan 

permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan 

perhubungan; 

e) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan 

di bidang pekeJ.jaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, 

lingkungan hidup, dan perhubungan; 

f) menyelenggarakan pengordinasian penyiapan bahan 

perumusan dan penyusunan perencanaan dokumen RTRW; 

g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 

berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan 

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

h melaksanakan koordinasi den an unit ke ·a terkait; 
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i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

(2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Infrastruktur 

dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok 

menyiapkan rumusan dan bahan evaluasi dan penyusunan 

laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 

perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil 

perencanaan pembangunan, laporan pertanggungjawaban 

Walikota kepada DPRD serta pengolahan data pembangunan 

di bidang peke:rjaan umum dan penataan ruang, perumahan 

dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, 

dan perhubungan. 

Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

a) Melaksanakan melaksanakan penyusunan rencana 

program ke:rja Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 

b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap 

kebijakan perencanaan, pelaksanaan perencanan dan hasil 

perencanan pembangunan di bidang peke:rjaan umum dan 

penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, 

pertanahan, lingkungan hidup, dan perhubungan; 

c) melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban W alikota kepada 

DPRD di bidang peke:rjaan umum dan penataan ruang, 

perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, 

lingkungan hidup, dan perhubungan; 

d) menyelenggarakan pengordinasian penyiapan bahan 

pengendalian dan evaluasi dokumen RTRW; 

e) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan 

penganalisaan data pembangunan di bidang peke:rjaan 

umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan 

permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, dan 

perhubungan; 

fj melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang 
Bab II -- 24 --



berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pengendalian dan 

Evaluasi Infrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah;melaksanakan koordinasi dengan unit kerja 

terkait; dan 

g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

G. Unit Pelaksana Teknis Badan 

Tugas pokok dan rincian tugas UPTB diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja UPTB. 

H. Kelompok Jabatan Fungsional 

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan 

yang berlaku. 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda Kota 

Tasikmalaya didukung sumber daya manusia dan sumber daya aset 

( sarana dan prasarana). 

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) 

Sebagai implementator kebijakan publik, Pemerintah Daerah 

mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan 

pemberdayaan masyarakat yang harus mampu menterjemahkan 

kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang 

kreatif dan inovatif dengan berorientasi pada kepentingan 

masyarakat. Dan pemerintahan yang cerdas hanya bias 

diwujudkan dengan aparatur yang cerdas. 

Terkait dengan hal tersebut, jumlah aparatur Bappelitbangda 

Kota Tasikmalaya sampai dengan Desember 2017 berjumlah 47 

orang. Bappelitbangda menjalankan fungsi koordinasi dengan 

OPD lain melalui empat bidang perencanaan, yaitu Bidang 

Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang 

Infrastruktur Pengembangan Wilayah. 

Bab II -- 25 --



Ko. 

1. 

2. 

3 . 

4 . 

5. 

6. 

7. 

Rencana Strategis I 2017-2022 
~4 ~~ 7a~laif4 

Tabel2.1. 

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan 

Di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017 

Bselon Bselon Bselon Bselon 
Uraian Staf J11mlah 

DB mA ms IVA 

Kepala 1 - - - - 1 

Sekretariat - 1 - 3 13 17 

Bidang - - 1 2 1 4 

Pemerintahan 

Bidang - - 1 2 3 6 

Ekonomi 

Bidang Sosial - - 1 2 3 6 

Buday a 

Bidang - - 1 2 2 5 

Infrastruktur 

Pengembangan 

Wilayah 

Fungsional - - - - - 8 

Perencana 

Jumlah 1 1 4 11 23 47 

Sumber: Sub bag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Bappelitbangda, 2017. 

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan 

jumlah aparatur yang lebih banyak daripada bidang yang lain, 

mengingat beban ke:rja di sekretariat yang cukup tinggi. Dalam 

struktur organisasi Bappelitbangda memiliki jabatan fungsional 

peneliti dan perencana yang bertanggung jawab secara langsung 

kepada Kepala Bappelitbangda dan tidak terikat secara struktur 

dengan bidang-bidang perencanaan. 

Kondisi kepegawaian Bappelitbangda berdasarkan tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada Tabel2.2 di bawah ini: 
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Tabel2.2. 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya Tahun 2017 

Uralan 83 82 81 D3 
SMA/ SMP/ SD/ 

Jumlah 
Sederajat Sederajat Sederajat 

Kepala - 1 - - - - - 1 

Sekretariat - 4 5 - 7 - - 17 

Bidang - - 5 - - - - 5 

Pemerintahan 

Bidang - 4 - - 2 - - 6 

Ekonomi 

Bidang Sosial - 2 4 - - - - 6 

Budaya 

Bidang - 3 2 - - - - 5 

Infrastruktur 

Pengembangan 

Wilayah 

Fungsional - 3 5 - - - - 8 

Perencana 

Jumlah - 17 21 - 9 - - 47 

Sumber: Sub bag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Bappelitbangda, 2017. 

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan 

tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada 

Tabel 2 .2 , tingkat pendidikan karyawan Bappelitbangda yang 

paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 21 orang atau 

sebesar 44,68%>. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari 

karyawan Bappelitbangda yang relatif tinggi ini merupakan modal 

dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappelitbangda 

secara umum. 

Jumlah karyawan Bappelitbangda yang menamatkan 

pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 17 orang. Secara 

prosentase, jumlah terse but mencapai 36, 17°/o dari seluruh 

karyawan Bappelitbangda, sebagai lembaga yang memposisikan 

dirinya menjadi think tank-nya Pemerintah Kota Tasikmalaya , 
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tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda sebagai lembaga 

perencanaan secara optimal. 

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang 

menjadi isu strategis di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya adalah 

mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan 

peneliti. Sampai dengan penyusunan dokumen ini, Bappelitbangda 

belum memiliki pejabat fungsional peneliti karena tupoksi 

pengembangan dan penelitian memang baru dilimpahkan kepada 

Bappelitbangda. 

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset) 

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki 

dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja 

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada berikut : 

Tabel2.3 

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi 

di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya 2017 

Kondisi 
!lama Barang 

Baik Rusak 

Lemari Besi/ Metal " Brankas v 
Filling BesijMetal " Kursi Hadap Depan Meja kerja Pejabat Eselon II " Kursi Tamu Diruang Pejabat Eselon II v 
Layar Infocus v 
Lemari Kayu " 
Meja Kerja Pejabat Eselon II v 
Meja Kerja Pejabat Eselon III ...; 

Meja Kerja Pejabat Eselon IV " Meja Rapat ...; 

Mesin Ketik Manual Standar ....; 

Papan Tullis " 
Sound System v 
AC Unit " Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis " 

Jumlah 

15 

2 

32 

4 

2 

2 

9 

1 

5 

3 

17 

1 

2 

4 

21 

9 
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No. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

RamaBarang 

Sepeda Motor 

White Board Elektronic 

Televisi 

Generator Listrik 

Scanner 

Dispencer 

Kursi Biasa 

Meja 1f2 Biro 

Meja Tulis 

Plotter 
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Kondisi 
Jumlah 

Balk Rusak 

~ 20 

~ 1 

-..j 6 

~ 1 

~ 3 

-..j 10 

~ 12 

-..j 15 

-..j 3 

~ 1 

Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) -..j 7 

P.C Unit -..j 24 

Figura ~ 8 

Laptop -..j 38 

Mimbar/Podium -..j 2 

Rak Kayu ~ 8 

Camera Digital -..j 5 

Hard Disk ~ 12 

Global Postioning System ~ 1 

Printer ~ 40 

Handy Cam ~ 4 

Kursi Rapat ~ 36 

Sofa ~ 5 

Telephone (P ABX) -..j 1 

White Board ~ 2 

Wireless -..j 2 

Alat Komunikasi Telephone ~ 1 

CCTV ~ 3 

Global Postioning System -..j 6 

Mesin Ketik elektronik ~ 1 

Mesin Penghitung Uang ~ 1 

Rak Besi/Metal ~ 12 

Lemari Kaca ~ 1 

Alat Penghancur Kertas ~ 1 

Papan Nama Instansi -..j 7 
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lfo. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70 . 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

lfama BIU'Illll 

Papan Pengumuman 

Gorden 

Meja KayujRotan 

Kursi Besi 

Kursi KayufRotanfBambu 

Meja Makan 

Meja Telephone 

Meja Resepsion 

Kursi Tamu 

Kursi Lipat 

Alat Pendingin Ruangan (AC) 

Unit Power Supply 

Alat PemadamjPortable 

Notebook 

Hard Disk Eksternal 

Server 

Hub 

Modem 

Kursi Kerja Pejabat Eselon II 

Kursi Kerja Pejabat Eselon III 

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 
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Kondisi 
Jumlah 

Balk Rusak 

~ 12 

~ 4 

~ 2 

~ 1 

~ 7 

~ 1 

~ 1 

~ 4 

~ 1 

~ 32 

~ 6 

~ 8 

~ 7 

~ 2 

~ 2 

~ 3 

~ 1 

~ 2 

~ 2 

~ 6 

~ 13 

Kursi Hadap Depan Meja kerja Pejabat Eselon N ~ 6 

Camera ~ 3 

Wireless mic ~ 2 

Proyektor Attachment ~ 10 

Sumber: Sub bag Umum, Kepegawaian dan Keuangan Bappelitbangda, 2017. 

Lokasi Kantor Bappelitbangda yang cukup strategis memudahkan 

aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappelitbangda, lokasi yang 

berada dalam kompleks perkantoran Pemerintah Kota Tasikmalaya di 

Jalan Letnan Harun memberi peluang untuk menyelenggarakan 

kegiatan secara terpadu. 

Demikian pula dengan sarana pendukung kelancaran pelaksanaan 

pekeijaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti 

kendaraan dinas mapun peralatan penunjang pekeijaan (komputer, 
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scanner, dan lain-lain) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga 

cukup memadai. Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di 

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya berkaitan dengan kapasitas gedung 

yang tidak berimbang dengan jumlah personil. 

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan tidak 

tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan 

dokumen produk Bappelitbangda dan kurangnya memadainya jumlah 

dan ukuran ruang rapat yang tersedia. Hingga saat ini, Bappelitbangda 

hanya memiliki 2 ruang rapat, yaitu Aula dan Ruang Rapat IPW, 

padahal intensitas penyelenggaraan rapat cukup padat, sehingga 

seringkali harus menggunakan ruang rapat pada gedung perkantoran 

yang lain. Diharapkan Bappelitbangda memiliki ruang rapat sesuru 

dengan jumlah bidang lingkup perencanaan masing-masing. 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya 

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindaklanjut 

dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya merupakan unsur 

perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar 

pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan pembangunan daerah. 

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari 

eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan 

salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh 

karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari 

sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Bappelitbangda Kota 

Tasikmalaya dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan 

Pembangunan kepada pelanggan internal dimana konsumen yang 

menerima layanan adalah lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kota 

Tasikmalaya begitu juga memberikan pelayanan yang bersifat keluar 

atau ekstemal yaitu kepada masyarakat. 

Adapun bentuk pelayanan Bappelitbangda adalah sebagai berikut: 

1 nan Daerah ba i instansi 
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Pemerintah Kota Tasikmalaya; 

2) Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas 

pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya melalui Musrenbang 

Kelurahan, Kecamatan, Kota Tasikmalaya; 

3) Penyiapan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS); 

4) Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Ketja Pemerintah Daerah 

(RKPD); 

5) Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK); 

6) Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan 

pengembangannya. 

Capaian kinetja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya sampai dengan 

tahun 2017 ditunjukkan melalui jumlah dokumen perencanaan yang 

melibatkan partisipasi masyarakat serta dokumen penelitian. Pada 

pnns1pnya kualitas perencanaan pembangunan menunjukkan 

peningkatan dari tahun ke tahun, beberapa indikator peningkatan 

tersebut antara lain: 

1) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan 

pembangunan. Hal ini dapat terlihat pada pelaksanaan kegiatan 

Musrenbang di tingkat desafkelurahan, kecamatan, Kabupaten 

forum SKPD dan kegiatan penataan lingkungan permukiman; 

2) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan 

mekanisme penyusunan anggaran; 

3) Meningkatnya efektivitas produk-produk pengembangan dan 

penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan pembangunan. Namun peningkatan kualitas proses 

perencanaan tersebut belum diikuti oleh kualitas produk 

perencanaan. 

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi 

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya dalam peningkatan kualitas produk 

perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut: 

1) Kualitas dan kapasitas SDM Bappelitbangda yang masih perlu 

ditin katkan; 
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2) Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme 

perencanaan; 

3) Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan 

untuk menganalisa kelayakan kegiatan; 

4) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencana di tingkat kelurahan 

yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga 

berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, 

sebagai contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan; 

5) Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan 

lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak 

adanya kepastian realisasi rencana; 

6) Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah 

daerah dengan banyaknya rencana kegiatan; 

7) Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus di 

akomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran. 

Gambaran kine:rja Bappeda dan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya 

periode lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana dapat 

dilihat pada Tabel 2.4. 
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No. lndikator Kinerja 

1 Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD 

2 Ketepatan waktu perencanaan dengan regulasi 

(Ya/Tidak) 

3 Persentase capaian kinerja sasaran 

pembangunan daerah dalam RPJMD 

4 Tingkat aspirasi masyarakat yang terakomodir 

dalam dokumen anggaran 

5 Persentase dokumen perencanaan yang 

dimanfaatkan 

6 Indeks Kepuasan Masyarakat 

7 Sertifikasi ISO (Ada/Tidak) 

8 Nilai Evaluasi AKIP 

9 Standar Operasional Prosedur (SOP) lembaga 

perencanaan (Ada/Tidak) 

Rencana Strategis 
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Tabel2.4 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Bappelitbangda 

Kota Tasikmalaya Tahun 2013 - 2017 

Target Target Renstra Perangkat 
Realisasi capaian Tahun ke-Target Target 

Daerah Tahun 2013-2017 Satuan lndikator 
SPM/NSPK IKK 

Lainnya 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Persen 100 - - - 100 100 - - - 92,82 88,40 

Ya - - - Ya Ya - - - Ya Ya 

Persen 100 - - - 100 100 - - - 83,33 75 

Persen 100 - - - 15 15 - - - 10,68 11,5 

Persen 100 - - - 75 75 - - - 70,58 75 

Po in 75 - - - 75 75 - - - 40,15 86 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

Nilai B - - - B B - - - B * 

Ada Tidak Tidak Tida1 Ada Ada Tidak Tidak Tida1 Ada Ada 

Ada Ada Ada Ada Ada Ada 

2017-2022 

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2013 2014 2015 2016 2017 

- - - 92,82 88AO 

- - - 100 100 

- - - 83,33 75 

- - - 71,20 76,67 

- - - 94,11 100 

- - - 53,53 114,67 

100 100 100 100 100 

- - - 100 * 

100 100 100 100 100 
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No. Indikator Kinerja 

10 Aparatur yang telah mengikuti diklat struktural, 

diklat fungsional dan diklat teknis 

11 jenjang pendidikan formal aparatur setara 

Sarjana atau lebih 

12 jumlah tenaga fungsional perencana 

13 Tingkat pelanggaran disiplin aparatur 

17 Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana 

pendukung kerja 

Rencana Strategis 
~~~Dta'?~ 

Target 
Target Target 

Satuan Indikator 
SPM/NSPK IKK 

Lainnya 

Orang Orang 

Orang Orang 

Orang Orang 

Orang Orang 

Persen Persen 

Target Renstra Perangkat 

Daerah Tahun 2013-2017 

2013 2014 2015 2016 2017 

38 41 44 45 46 

- - - 22 22 

9 10 12 14 16 

0 0 0 0 0 

- - - 80 100 

2017-2022 

Realisasi capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
' 

38 39 40 29 30 100 95,12 90,91 64,44 65,22 

- - - 39 37 - - - 177,27 168,18 

9 9 9 9 8 100 90 75 64,29 50 

0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

- - - 80 94,37 - - - 100 94,37 
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Berdasarkan tabel 2.4. di atas, terlihat ada beberapa indikator 

kineija untuk tahun 2013- 2015 tidak ada mencantumkan target dan 

realisasinya, hal ini terjadi karena indikator-indikator tersebut 

merupakan indikator yang muncul setelah dilakukan revisi Renstra 

pada tahun 2016. 

Dari tabel 2.4 JUga dapat diketahui bahwa umlah tenaga 

fungsional perencanasampai dengan akhir periode Renstra tidak 

mencapai target. Hal ini disebabkan oleh lambatnya kenaikan jabatan 

Fungsional Perencana Pertama ke Perencana Muda, sehingga para 

calon fungsional perencana (yang sudah mengikuti diklat fungsional 

perencana pertama) tidak bisa diangkat dan mengisi forrnasi perencana 

pertama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tahun 2017 

Bappeda akan memberikan perhatian khusus kepada para Fungsional 

Perencana Pertama yang sudah cukup waktu menduduki jabatan 

tersebut untuk segera memenuhi persyaratan kenaikan jabatan 

Perencana Muda, baik dari aspek dukungan anggaran maupun aspek 

lainnya. Sebagai inforrnasi tambahan, hingga saat ini telah Bappeda 

Kota Tasikmalaya telah memiliki 3 orang calon fungsional perencana 

yang telah mengikuti Diklat Fungsional Perencana. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 

38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Walikota 

Tasikmalaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian 

Tugas Unit Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya, maka jenis pelayanan yang 

dilakukan oleh Bappelitbangda Kota Tasikmalaya adalah sebagai 

berikut: 

a) menyelenggarakan penyusunan rencana program keija badan; 

b) merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik 

dan program keija badan untuk mendukung visi dan misi daerah; 

c) menyelenggarakan koordinasi perumusan dan penyusunan 
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kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi 

dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS serta 

perencanaan makro lainnya; 

d) menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan 

pembangunan di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, 

serta infrastruktur dan pengembangan wilayah; 

e) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 

perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan hasil perencanaan 

pembangunan daerah; 

f) menyelenggarakan konsultasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan 

pembangunan pada unit ketja lainnya; 

g) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah di bidang 

pemerintahan, ekonomi, sosial budaya serta infrastruktur dan 

pengembangan wilayah dalam rangka menunjang perencanaan 

pembangunan daerah; 

h) menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan penyusunan 

dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota kepada 

DPRD, menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan 

Badan; 

i) menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan 

unit; 

j) melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau 

unit ketja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

Badan; 

k) memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam 

penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

1) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada W alikota melalui Sekretaris Daerah; 

m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh W alikota 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Selanjutnya dari aspek anggaran, Bappeda maupun 

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi anggaran yang 

meningkat dari tahun ke tahun, tabel di bawah ini memperlihatkan 
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Uralan 

2013 

PENDAPATAN 17.850.000 

DAERAH 

BELAN)A 10.848.154.407 

DAERAH 

Belanja 7.114.044.207 

Pegawai 

Belanja Barang 3.017.395.900 

dan)asa 

Belanja Modal 716.714.300 

Rencana Strategis 
'e~~Dta7~ 

Tabel2.5 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda dan Bappelitbangda 

Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 

2017-2022 

Anggaran pada Tabun ke· Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tabun 

Rata-rata Pertumbuhan 
ke· 

2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran ealisasi 

17.850.000 17.850.000 17.850.000 0 15.420.000 14.915.000 11.275.000,00 10.305.000,00 0 86,39 83,56 63,17 57,73 100 10.383.000 78,17 

13.740.971.655 16.579.831.293 16.281.509.515 18.516.061.941 9.637.048.787 12.569.585.262 15.528.812.172 14.992.793.993 17.029.998.740 92 93 94 94 93 13.951.647.791 93 

7.566.394.655 4.087.664.400 9.009.275.560 7.875.489.941 6.131.394.255 6.697.117.246 3.751.404.149 8.124.694.780 7.031.807.306 86,19 88,51 91,77 90,18 89,29 6.347.283.547 89,19 

5.389.928.000 9.529.631.893 6.202.272.055 8.805.371.600 2.804.922.872 5.114.331.541 8.872.393.844 5.831.410.113 8.204.3 79.934 92,96 94,89 93,10 94,02 93,17 6.165.487.661 93,63 

784.649.000 2.962.535.000 1.069.961.900 1.835.200.400 700.731.660 758.136.475 2.905.014.179 1.036.689.100,00 1.793.811.500 97,77 96,62 98,06 96,89 97,74 1.438.876.583 97,42 
--------- ·- ----·---- -
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2017-2021 

Dari tabel 2.5 diketahui bahwa Pendapatan Daerah yang berasal 

dari realisasi Retribusi Daerah yakni retribusi biaya cetak peta lokasi, 

secara umum terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi, 

dikarenakan berkurangnya permintaan dari masyarakat untuk 

pencetakan peta lokasi. Selanjutnya, mulai tahun 2017, pencetakan 

peta dialihkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 

sebagai konsekuensi dari perubahan struktur organisasai perangkat 

daerah yang berlaku sejak awal tahun 20 17. 

Sementara itu dari aspek belanja daerah, secara umum terjadi 

peningkatan alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah. 

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan 

anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali 

disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD 

perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam 

melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannnya. Kecermatan 

dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA} yang menjadi 

pedoman pelaksanaan programjkegiatan baik dari sisi anggaran 

maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi 

anggaran yang dibutuhkan. 

Permasalahan anggaran di Bappelitbangda juga berkaitan dengan 

belum di milikinya Analisis Standar Biaya (ASB} untuk kegiatan yang 

dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan 

dalam alokasi anggaran untuk tiap kegiatan penyusunan dokumen 

perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi 

anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara 

normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan. 

Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu 

sistem, manjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak 

berada pada institusi Bappelitbangda sehingga menyebabkan banyak 

kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses 

penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan 

diluar rencana yang telah ditetapkan. 
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2017-2021 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah 

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada 

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diperlukan suatu analisa faktor­

faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta 

kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang 

yang dihadapi Bappelitbangda Kota Tasikmalaya. 

2.4.1 Tantangan 

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat 

disampaikan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Meningkatnya tuntutan dan asp1ras1 masyarakat akan 

pemenuhan kebutuhan pelayanan dan pembangunan yang lebih 

baik; 

b) Perkembangan teknologi dan informasi belum dapat digunakan 

secara optimal dalam proses perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pembangunan; 

c) Belum optimalnya pemenuhan asp1ras1 dan partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga 

menimbulkan gejala ketidakpercayaan sebagian masyarakat 

terhadap berbagai tahapan dan proses perencanaan 

pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka. 

d) Semakin meningkatnya pengawasan dan kontrol dari berbagai 

elemen masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya 

terhadap berbagai kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan; 

2.4.2 Peluang 

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi 

peluang adalah sebagai berikut: 

a) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan 

berprakarsa dan berinovasi seluas-luasnya bagi daerah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 
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b) Adanya arus dukungan yang kuat dan koordinasi yang baik 

dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah serta 

pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah; 

c) Kemajuan teknologi dan informasi yang pesat dapat digunakan 

dalam mendukung perencanaan pembangunan, penelitian dan 

pengembangan daerah 

d) Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan 

informasi dan ketjasama dengan berbagai lembaga lain baik 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah 

Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, lembaga­

lembaga lainnya dan masyarakat luas. 

2.5 Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan 

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan 

teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong 

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam 

bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan 

untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi. 

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan 

institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam 

perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional 

dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur 

sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. 

Dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan, dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappelitbangda 

Kota Tasikmalaya diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar 

mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk 

mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan 

pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan 

kualitas perencanaan tekhnokratik melalui peningkatan kapasitas dan 

komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan 

perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar 
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pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas serta 

dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun 

eksternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai 

di daerah, kondisi yang diharapkan antara lain sebagai berikut: 

1) Meningkatnya kualitas rencana pembangunan melalui perumusan 

strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus program serta 

kegiatan yang terukur dan jelas dalam rangka pencapaian target 

indikator kinerja; 

2) Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan 

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra 

dan Renja Perangkat Daerah 

3) Meningkatnya sistem pengendalian dan evaluasi serta capruan 

indikator kinerja rencana pembangunan; 

4) Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan yang 

handal guna memenuhi kebutuhan dan mendukung perencanaan 

pembangunan; 

5) Meningktanya sinergitas dan koordinasi antar pelaku perencanaan 

dan pembangunan antara perangkat daerah, provinsi, pusat dan 

pemangku kepentingan lainnya; 

6) Tersedianya data dan informasi yang berkualitas guna mendukung 

perencanaan pembangunan; 

7) Tersedianya hasil kajian, penelitian dan pengembangan yang 

berkualitas, implementatif dan mendukung terhadap peningkatan 

perencanaan pembangunan serta mendorong meningkatnya inovasi 

daerah dalam pelayanan dan pembangunan 

8) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan sumber daya 

apartur yang berkualitas; 
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PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH 

2017-2022 

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola 

perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan, dimana perangkat 

daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan 

perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan 

yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses 

partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses 

perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi 

masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam 

proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya 

realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah selama ini. 

Bappelitbangda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan 

fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat 

strategis dalam upaya pencapru.an tujuan sistem perencanaan 

pembangunan antara lain: 

a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 

b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar 

daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat 

dan Daerah; 

c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 

d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 

e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis 

perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong 

berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk 

program dan kegiatan yang memang benarbenar dibutuhkan untuk 

membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang 
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Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan 

institusi perencana dalarn hal ini Bappelitbangda yang membantu Kepala 

Daerah dalarn perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin 

profesional dalarn bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap 

aparatur sangatlah menentukan dalarn mewujudkan good governance. 

Dalarn melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan 

daerah, Bappeda bertanggung jawab dalarn perumusan konsep penyelesaian 

masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan 

mengacu pada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 dan 

memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan 

dalarn rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalarn rangka upaya 

untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kota 

Tasikmalaya yang realistis, perlu mempertimbangkan isu-isu strategis. Isu­

isu strategis selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalarn menyusun 

strategi yang akan ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka 

menengah tersebut. 

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya pada lima tahun mendatang 

diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan 

akuntabel, hal ini memerlukan dukungan dari berbagai unsur 

pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari 

kapasitas kelembagaan Bappelitbangda yang meliputi kapasitas SDM, 

sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. Sistem perencanaan tersebut 

meliputi: 

• Pertama, Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal 

maupun diklat fungsional; 

• Ketiga, Koordinasi, sinkronisasi, konsistensi dan keselarasan 

perencanaan pembangunan daerah; 

• Kedua, Penyediaan hasil-hasil kajian, penelitian yang mendukung 

penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan 

daerah; 
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• Keempat, Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan 

perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk 

pengolahan data perencanaan. 

3.1.1.Permasalahan terkait Sekretariatan 

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang dihadapi 

Bappelitbangda terkait dengan pelayanan maupun tugas pokok dan 

fungsi Sekretariat: 

a. Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi 

sesuai dengan tugas dan kewajibannya; 

b . Belum tersedianya jabatan fungsional Peneliti di lingkungan 

Bappelitbangda Pemerintah Kota Tasikmalaya. 

c. Belum tersusunnya standar kineija yang terukur bagi setiap 

jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di 

lingkungan Bappelitbangda. 

d. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana dalam 

mendukung kineija perencanaan pembangunan. 

3.1.2.Permasalahan terkait Bidang 

Sementara itu, permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan 

maupun tugas pokok dan fungsi bidang-bidang yang ada di lingkup 

Bappelitbangda adalah: 

1) Bel urn optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data; 

2) Belum optimalnya sinergitas, konsistensi dan keselarasan 

perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, RKPD, 

Renstra dan Renja Perangkat Daerah 

3) Belum optimalnya penerapan sistem informasi dalam perencanaan 

pembangunan daerah ( e-planning) 

4) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan 

pembangunan daerah antara Bappelitbangda dengan perangkat 

daerah dan pemangku kepentingan lainnya. 

5) Belum optimalnya media penyaluran dan tingkat akomodasi 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan kurangnya 

kapasitas kelembagaan dan sumber daya perencana di tingkat 

basis, kelurahan dan kecamatan. 
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6) Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu 

sistem informasi, sehingga manjadi titik lemah dalam konsistensi 

dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran 

7) Belum tersedianya Analisis Standar Belanja (ASB) yang merupakan 

salah satu komponen penting dalam menentukan rencana kegiatan 

yang lebih efektif, efisien, terukur dan akuntabel. 

8) Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta 

implementasinya dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih 

3.2.1 Visi 

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah 

pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai 

dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab 

permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka 

menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka 

panjang daerah. 

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 

5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2017- 2022 adalah: 

"KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI" 

Visi tersebut mengandung makna : 

Religius suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota 

Maju 

Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, 

pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh, 

Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi 

segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan 

keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta 

memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal. 

suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota 

Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya 

samg, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, 

dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, 
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bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif 

terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh 

infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih 

dan berwawasan lingkungan 

Madani suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota 

Tasikmalaya yang sejahtera, maJu, beradab dalam 

membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, 

menJUnJung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan 

demokratis. 

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut 

mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya 

berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan prilaku yang 

mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan 

keyakinannya terhadap Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang 

diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan­

Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta 

memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap 

disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, 

sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, 

bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap 

dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi 

etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud 

kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh 

ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya 

yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang 

baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan. 

Dengan adanya penetapan VISl 1n1, diharapkan seluruh 

stakeholder dan komponen yang ada di Kota Tasikmalaya dapat bekerja 

sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan 

kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan 

wujudkan. 
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Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun 

dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik 

lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan m1s1 

dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan 

ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran 

serta arah kebijakan yang ingin dicapai. 

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan 

berkearifan lokal. 

2. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong 

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan. 

3. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli 

masyarakat. 

4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut: 

Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang 

religius dan berkearifan lokal 

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah 

masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, 

martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh berdasarkan pada tata 

nilai, norma, moral dan agama. Menjaga dan memelihara kearifan lokal 

dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur. 

Misi ke-2 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna 

mendorong pertumbuhan dan pemerataan 

pembangunan yang berwawasan lingkungan 

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar 

perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan diseluruh 
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wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, kuat, 

aman dan nyaman, ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan 

lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan 

dan pemerataan ekonomi dengan tidak meninggalkan pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi 

penataan ruang yang baik. 

Misi ke-3 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan 

daya belt masyarakat 

Misi 1n1 dimaksudkan untuk terus mendorong upaya 

penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan 

memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus 

menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan bantuan dan 

jaminan dan perlindungan sosial serta membuka peluang untuk 

kesempatan usaha dan berusaha. Memperkuat kondisi perekonomian 

daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan 

mengurangi kesenjangan, memperkuat daya saing pelaku usaha mikro 

dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang 

berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana 

perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta 

kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan 

pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya 

saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata. 

Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya 

peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar 

melalui pendekatan perwujudan keluarga yang bahagia dan sejahtera 

terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar 

pelayanan minimal. 
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Misi ke-5: Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik dan 

bersih 

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan 

publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas 

dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinetja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang 

didukung oleh pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang 

terin tegrasi. 
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Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda 

Kota Tasikmalaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

No. 
Misi, Tujuan dan 

Permasalahan Pelayanan PD 
Faktor 

Sasaran RPJMD Penghambat Pendorong 
VISI : KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI 
Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 
Tujuan Terselenggaranya ta.ta kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi 
dan nepotisme berbasis teknologi informasi 
1. Sasaran 15. • Belum optimalnya koordinasi dan • Terbatasnya jumlah • Komitmen pimpinan 

Meningkatnya sinkronisasi proses perencanaan dan kualitas SDM dan dukungan dari 
kualitas layanan pembangunan daerah antara perencana dan yang pemangku 

publik berbasis Bappelitbangda dengan perangkat daerah berkompeten dalam kepentingan untuk 

teknologi informasi 
dan pemangku kepentingan lainnya. teknologi informasi menyediakan media 

• Belum optimalnya media penyaluran dan • Belum optimalnya penyaluran partisipasi 
tingkat akomodasi partisipasi masyarakat penerapan sistem masyarakat dalam 
dalam perencanaan dan kurangnya informasi dalam perencanaan dan 
kapasitas kelembagaan dan sumber daya perencanaan pembangunan 
perencana di tingkat basis, kelurahan dan pembangunan daerah 
kecamatan (e-planning) 

2. Sasaran 16. • Belum optimalnya sinergitas, konsistensi • Terbatasnya jumlah • Komitmen pimpinan 
Meningkatnya dan keselarasan perencanaan dan kualitas SDM dan dukungan dari 
sis tern pembangunan yang ditetapkan dalam perencana dan yang pemangku 

akuntabilitas RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja berkompeten dalam kepentingan untuk 

pengelolaan 
Perangkat Daerah teknologi informasi penerapan dan 

----------------- - --- - -- -- ------ -- ------------ - ----~------- - --- --- -------
:Qengelolaan sistem 
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Permasalahan Pelayanan PD 

Belum optimalnya penerapan sistem 
informasi dalam perencanaan 
pembangunan daerah (e-planning) 
Belum terintegrasinya perencanaan dan 
penganggaran dalam satu sistem informasi, 
sehingga manjadi titik lemah dalam 
konsistensi dan keselarasan antara 
perencanaan dan penganggaran 
Belum tersedianya Analisis Standar 
Belanja (ASB) yang merupakan salah satu 
komponen penting dalam menentukan 
rencana kegiatan yang lebih efektif, efisien, 
terukur dan akuntabel. 
Belum optimalnya pelaksanaan penelitian 
dan pengembangan serta implementasinya 
dalam mendukung perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan 

Faktor 
Penghambat Pendorong 

• Belum optimalnya informasi dalam 
penerapan sistem perencanaan 
informasi dalam pembangunan 
perencanaan • Keleluasaan dalam 
pembangunan daerah akses informasi 
(e-planning) se bagai bukti 

keterbukaan informasi 
dan ke:rjasama dengan 
berbagai lembaga lain 
baik Pemerintah 
Pusat, Pemerintah 
Propinsi, Pemerintah 
Kota/Kabupaten lain, 
Swasta, Lembaga 
Donor, LSM, lembaga-
lembaga lainnya dan 
masyarakat luas 
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3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

3.3.1 Telaahan Renstra K/L 

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian PPN /Bappenas adalah 

melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, yang tertuang 

pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 

2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019. Selanjutnya, Renstra 

Kementerian PPN /Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri 

PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Tahun 2015 - 20 19. 

Visi Kementerian PPN I Bappenas adalah Menjadi Lembaga 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan 

kredibel". Untuk mewujudkan visi terse but, ditempuh melalui 3 (tiga) 

misi sesuai dengan peran Kementerian PPN/ Bappenas, yaitu: 

1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, 

penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan 

nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, 

antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah). 

2) Melakukan pengendalian melalui sinkronisasi program dan 

kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Kementerian/LembagajDaerah sesuai dengan 

strategi dan kebijakan pembangunan nasional. 

3) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik 

dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. 

Berdasarkan misi di atas, maka disusunlah tujuan jangka 

menengah Renstra Bappenas sebagai berikut: 

1) Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang 

berkualitas, sinergis, dan kredibel. 

2) Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan 

bersih di Kementerian PPN/Bappenas. 
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Tabel3.2 

2017-2022 

Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya 

berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat 

dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

Sasaran Jangka 
Permasalahan 

Sebagai Faktor 
Menengah 

Pelayanan PD Penghambat Pendorong 
Renstra K/L* 

Keselarasan Belum optimalnya • Terbatasnya • Komitmen 
rene ana sinergitas, jumlah dan pimpinan dan 
pembangunan konsistensi dan kualitas SDM dukungan 
nasional dengan keselarasan perencana dan dari 
rencana kerja perencanaan 

yang 
pemangku berkompeten 

K/L dan Daerah; pembangunan dalam kepentingan 
yang ditetapkan teknologi untuk 
dalam RPJMD, informasi penerapan 
RKPD, Renstra dan • Bel urn dan 
Renja Perangkat optimalnya pengelolaan 
Daerah penerapan sis tern 

sis tern 
informasi informasi 

dalam dalam 
perencanaan perencanaan 
pembangunan pembanguna 
daerah (e- n 
planning) • Meningkatnya 

Koordinasi 
dan sinergitas 
perencanaan 
pusat dengan 
daerah yang 
cukup baik 

Sumber: *Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017. 

3.3.2 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat 

Berdasarkan isu strategis dan terwujudnya reforrnasi perencanaan 

berbasis kine:rja tersebut di atas, maka dalam revisi Renstra Bappeda 

ini dirumuskan Visi Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: 

"Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang Berkualitas 

dan Akuntabel" 

Visi tersebut dijabarkan kedalam Misi Bappeda Provinsi Jawa Barat: 

1) Mewujudkan perencanaan yang implementatif; 

2) Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan; 
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3) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang konsisten dan 

transparan; 

4) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang didukung SDM yang 

handal. 

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018, maka tujuan jangka 

menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: 

1) Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur 

2) Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi 

3) Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan 

4) SDM perencana pembangunan yang kompeten 

Tabel3.3 

Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya 

berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta 

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

Sasaran Jangka Permasalahan Sebagai Faktor 

No. 
Menengah Renstra Pelayanan 

Bappeda Provinsi Jawa Perangkat Penghambat Pendorong 
Barat Daerah 

1. Meningkatnya Bel urn • Terbatasnya • Komitmen 
kesesuaian prioritas optimalnya jumlah dan pimpinan 
pembangunan RKPD sinergitas, kualitas dan 
terhadap Prioritas konsistensi dan SDM dukungan 
Pembangunan RPJMD keselarasan 

perencana 
dari dan yang 

2. Meningkatnya perencanaan berkompeten pemangku 
kesesuaian target pembangunan dalam kepenting 
program Renstra OPD yang ditetapkan teknologi an untuk 
terhadap target program dalam RPJMD, informasi pen era pan 
RPJMD RKPD, Renstra •Belum dan 

3. Meningkatnya dan Renja optimalnya pengelolaa 
kesesuaian target Perangkat 

penerapan 
n sistem sis tern 

kegiatan Renja OPD Daerah informasi informasi 
terhadap target prioritas dalam dalam 
pembangunan RKPD perencanaan perencana 

4. Meningkatnya kinerja pembanguna an 
perencanaan n daerah (e- pembangu 
pembangunan daerah 

planning) nan 

5. Meningkatnya • Meningkat 
konsistensi dan kinerja nya 
penataan ruang Koordinas 

6. Meningkatnya kualitas idan 
pelayanan perencanaan sinergitas 
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Sasaran Jangka 

No. 
Menengah Renstra 

Bappeda Provinsi Jawa 
Barat 

pembangunan 
7. Meningkatnya 

konsistensi 
pelaksanaan 
pembangunan terhadap 
rencana pembangunan 

8. Meningkatnya 
kesesuaian 
perencanaan dengan 
penganggaran 

9. Meningkatnya 
kompetensi sumberdaya 
aparatur 

10. Meningkatnya proporsi 
SDM perencana 
terhadap kebutuhan 
ideal 

Rencana Strategis I 
~~1Jt47~ 

2017-2022 

Permasalahan Sebagai Faktor 
Pelayanan 
Perangkat Penghambat Pendorong 

Daerah 
perencana 
an pusat 
dengan 
daerah 
yang 
cukup 
baik 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. 

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah 

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan 

Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk 

mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan 

berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan 

Nasional. Tujuan perwujudan tersebut ditetjemahkan lebih lanjut 

dengan : 

1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan 

lingkungan buatan; 

2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam 

dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya 

man usia; 
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3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, 

khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah 

bertujuan untuk mewujudkan: 

1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 

2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 

3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, 

dan kabupatenfkota; 

4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara 

Kesatuan Repu blik Indonesia; 

5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam 

rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; 

6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah; 

8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan 

9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi 

nasional. 

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW 

Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi 

pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan v1s1 

pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah "Dengan Iman 

dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri 

Maju di Jawa Barat", maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya 

adalah se bagai beriku t : 

Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, 

dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan 

jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat. 

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri 

Kreatif yang berbasis kerajinan ( handycra.ftJ. Berdasarkan cetak biru 

"Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025" Departemen 
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Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri 

kreatif yaitu : periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, 

desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, 

seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi 

dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis 

industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota 

Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft} . Jenis industri 

kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman 

Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki. 

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank 

Indonesia Tasikmalaya mengenai "Pemetaan Daya Saing Industri 

Kreatif KotajKabupaten di Jawa Barat Tahun 2007", Indutri Kreatif 

Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi 

Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa 

mengacu pada hasil kajian tersebut. 

b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah 

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota 

Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, 

maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya 

sebagai berikut. 

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya 

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi: 

a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan 

dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, 

produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis; 

b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana; 

c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup; 

e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; 

f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya 

dukung dan daya tampung lingkungan; 

g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis 

pemanfaatan sumber daya alam danjatau teknologi, dan kawasan 

strategis sosial budaya; dan 
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h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan 

Negara. 

2 . Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya 

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi: 

1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat 

perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, 

nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, 

meliputi : 

a . Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara 

kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan 

Wilayah Priangan Timur; 

b . Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih 

kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar 

dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan 

c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang 

belum terlayani oleh pusat pertumbuhan. 

2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Janngan 

prasarana, meliputi: 

a. Meningkatkan kualitas Janngan prasarana dan mewujudkan 

keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara; 

b . Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di 

kawasan terisolasijtertinggal; 

c . Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energ1 

terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan 

keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; 

d . Meningkatkan kualias jaringan prasarana serta mewujudkan 

keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan 

e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan. 

3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan 

hidup, meliputi: 

a . Menetapkan kawasan berfungsi lindung; 

b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan 

luas paling sedikit 30o/o (tiga puluh persen) dari luas Kota 

Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan 

c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun. 
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4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan 

hidup, meliputi: 

a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan 

hid up; 

b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan 

perubahan dan/ atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu 

kegiatan; 

c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, 

energi danjatau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; 

d . Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunJang 

pembangunan yang berkelanjutan; 

e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana 

untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi 

mendatang; 

f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; 

dan 

g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan 

potensi kawasan rawan bencana. 

5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan 

budi daya, meliputi: 

a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan 

keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, 

termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis; 

b . Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam 

kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan 

untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan 

wilayah sekitarnya;dan 

c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk 

mewujudkan ketahanan pangan. 

6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai 

daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi: 

a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan 

bencana; 

b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan 
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c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan 

kota. 

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis 

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu 

Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis 

pemanfaatan sumber day a alam dan/ a tau teknologi, dan kawasan 

strategis sosial budaya, meliputi: 

a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam 

pengembangan perekonomian; 

b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam danfatau 

teknologi;dan 

c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya. 

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya 

terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh 

dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/ a tau 

program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan oleh dan 

menjadi tanggungjawab pembuat kebijakan, rencanadanfatau program, 

sebagai bagian dari akuntabilitas pembuat Kebijakan, rencana dan/ atau 

program (KRP) kepada public. KLHS memuat kajian an tara lain: 

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 

pembangunan; 

2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; 

3. Kinet.ja layanan/ jasa ekosistem; 

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; Tingkat kerentanan dan 

kapasitas adaptasi terhadap peru bahan iklim; 

5. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

KLHS terhadap Renstra Bappelitbangda tidak dilakukan secara 

langsung dan mengacu pada KLHS RPJMD yang menyatakan bahwa 

lingkup kebijakan, rencanadan/ atau program pada Renstra 

Bappelitbangda tidak secara langsung berdampak terhadap lingkungan 

hid up. 
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Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah 

untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan 

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan 

secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan 

menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. 

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar 

layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri 

dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, 

perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan 

eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak 

boleh diabaikan. 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat 

Daerah di masa datang. Suatu kondisijkejadian yang menjadi isu 

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal 

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Berdasarkan permasalahan dan tantangan ke depan, tugas dan 

fungsi Bappelitbangda, maka isu-isu strategis yang perlu ditangani dan 

kemudian akan menjadi tugas dalam menyelenggarakan kebijakan 

teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan 

koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, 

yaitu: 

1. Belum optimalnya konsistensi dan keselarasan perencanaan 

pembangunan, mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah termasuk dalam pelaksanaannya 

2. Masih terdapat perencanaan dan indikator kineija yang bel urn 

tergambar secara jelas dan terukur 
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3. Hasil pengendalian dan evaluasi belum digunakan secara optimal 

sebagai dasar perencanaan 

4. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kineija 

perencanaan pembangunan 
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BABIV 
TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

2017-2022 

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan 

pemyataan-pemyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan 

menangani isu strategis daerah yang dihadapi. 

Sedangkan sa saran adalah rumusan kondisi yang 

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil 

(outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan 

hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara 

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu 

memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat 

daerah. 

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbangda Kota 

Tasikmalaya dengan Dokumen RPJMD Tahun 2017 - 2022, maka 

dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan 

jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja 

Bappelitbangda Kota Tasikmalaya harus diarahkan untuk mencapai 

target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda yang telah 

dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. 

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam 

rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bappelitbangda 

berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD yaitu : 

Misi ke-5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan bersih 

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan, yaitu: 

T.8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, 

efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme berbasis teknologi informasi. 
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Dengan sasaran sebagai berikut: 

2017-2022 

S.15. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi 

inforrnasi 

S.16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah 

Selanjutnya, dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah 

kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan 

sasaran jangka menengah Bappelitbangda sebagai berikut : 

Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang 

berkualitas, dengan Sasaran : 

• Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah 
yang inovatif dan partisipatif her basis teknologi inforrnasi 

• Meningkatnya capaian kinerja pembangunan daerah 

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan 

daerah, dengan sasaran : 

• Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 

dalam perencanaan pembangunan daerah 

Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja 

perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran : 

• Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja perencanaan 

pembangunan daerah 

• Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja perencanaan 

pembangunan daerah 

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Bappelitbangda beserta 

indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana tabel 

berikut : 
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No. 

1 
1. 

2017-2022 

Tabel4.1. 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelltian dan 

Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 - 2022 

Kondlsi 
Tareet Kinerja Sasaran 

Tujuan Sasaran 
Indikator Tujuan/ 

Satuan Awal 
Sasaran 

Tareet 
Akhlr 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renatra 

2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 
Terwujudnya Capaian keselarasan Persen - 100 100 100 100 100 100 
perencanaan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah pembangunan daerah 
yang berkualitas 

Meningkatnya sinergitas Capaian keselarasan Per sen 88,4 100 100 100 100 100 100 
perencanaan pembangunan RKPD terhadap RPJMD 
daerah yang inovatif dan 
partisipatif her basis Capaian keselarasan Per sen - 100 100 100 100 100 100 
teknologi informasi Rencana Kerja terhadap 

RKPD 

Persentase aspirasi Per sen 11,85 15 20 25 30 35 35 
masyarakat yang 
terakomodir dalam 
perencanaan 

Meningkatnya capaian Persentase capaian Persen 75 75 80 85 90 95 95 
kinerja pembangunan kinerja indikator kinerja 
daerah utama daerah 

. . . 
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No. Tujuan 

2. Meningkatnya kualitas 
penelitian dan 
pengembangan daerah 

3. Meningkatnya tata kelola 
keuangan dan kinerja 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Rencana Strategis l 
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2017-2022 

Suaran 
Indlkator Tujuan/ 

Satuan 
Suaran 

Persentase hasil Persen 
peneUtian dan 
pengembangan yang 
di.manfaatkan 

Meningkatnya pemanfaatan Persentase hasil Persen 
hasil penelitian dan penelitian dan 
pengembangan dalam pengembangan yang 
perencanaan pembangunan dimanfaatkan 
daerah 

Indeks Kepuasan Persen 
Masyarakat 

Meningkatnya pelayanan Indeks Kepuasan Kategori 
dan akuntabilitas keuangan Masyarakat 
serta kinerja perencanaan 
pembangunan daerah 

Persentase tingkat o;o 

laporan keuangan dan 
barang sesuai SAP 
Nilai Evaluasi SAKIP Kategori 

Maturitas SPIP Level 

---- --- --------------

Kondisi 
Awal 

2017 2018 
- 100 

- 100 

77 

86 77 

100 100 

B 61-
70 (B) 

2 2 

Target Kinerja Suaran Target 
Akhir 

2019 2020 2021 2022 Renstra 

100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 

85 89 92 92 92 

85 89 92 92 92 

100 100 100 100 100 

71- 71- 71- 81- 81-90 
80 80 80 90 (A) (A) 

(BB) (BB) (BB) 
3 3 3 4 4 

-- ----- - ---- - -- - ----- ---
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1. 

2 . 

3. 

4 . 

5. 

6 . 

7 . 

8. 

9. 
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Untuk menghitung kine:rja sasaran strategis, indikator kine:rja 

dihitung dengan formula sebagai berikut: 

Tabel4.2. 

Indikator Kinerja Bappelitbangda Kota Tasikmalaya 

Tahun 2017 - 2022 

Sasaran 
Ind.ikator Sasaran/ 

Satuan Formulasi 
Kinerja 

Meningkatnya Capaian keselarasan Persen (Jumlah substansi program 
sinergitas perencanaan RKPD terhadap prioritas dalam RKPD/ 
pem bangunan daerah RPJMD Jumlah program prioritas 
yang inovatif dan dalam RPJMD Kota) X 

partisipatif berbasis 100% 
teknologi informasi 

Capaian keselarasan Per sen (Jumlah substansi program 
Rencana Ketja prioritas dalam Rencana 
terhadap RKPD Ketja/ Jumlah program 

prioritas dalam RKPD) X 

100% 
Persentase aspirasi Persen Jumlah usulan dalam 
masyarakat yang RKPD (Hasil Musrenbang 
terakomodir dalam dan Reses) terhadap Total 
perencanaan Usulan (Hasil Musrenbang 

dan Reses) x 100% 
Meningkatnya capaian Persentase capaian Persen Jumlah capaian IKU sesuai 
kinetja pembangunan kinetja Indikator target terhadap total 
daerah Kinetja Utama (IKU) jumlah IKU x 100% 

daerah 
Meningkatnya Persen tase hasil Persen Jumlah hasil penelitian 
pemanfaatan hasil penelitian dan dan pengembangan yang 

penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan terhadap 

pengembangan dalam dimanfaatkan total penelitian penelitian 

perencanaan 
dan pengembangan x 100% 

pembangunan daerah 
Meningkatnya Indeks Kepuasan Kategori Hasil survey kepuasan 
pelayanan dan Masyarakat masyarakat lingkup 
akuntabilitas keuangan perencanaan 
serta kinetja 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Persen tase tingkat Per sen Realisasi tingkat laporan 
laporan keuangan keuangan dan barang 
dan barang sesuai sesuai SAP 
SAP 
Nilai Evaluasi SAKIP Kategori Hasil evaluasi SAKIP oleh 

APIP 
Tingkat Maturitas Level Hasil evaluasi SPIP oleh 
SPIP APIP 
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BABV 

STRATEGI DAN ARAB KEBIJAKAN 

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Ketja Pemerintah Daerah, strategi merupakan langkah berisikan program­

program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk 

mencapa1 sasaran. Rumusan strategi merupakan pemyataan-pernyataan 

yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta 

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. 

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka ketja 

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu 

strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap 

sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi 

dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar 

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

Rumusan pemyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam 

lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan 

jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. 

5.1. Strategi 

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapruan sasaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sinergitas dan keselarasan serta mengembangkan 

sistem dan proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan 

daerah melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 

2. Meningkatkan capaian kinetja pembangunan daerah melalui 

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 

3. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas hasil penelitian dan 

pengembangan serta inovasi daerah melalui Program Penelitian 

dan Pengembangan Daerah. 

4. Meningkatkan pelayanan dan peran lembaga dalam mendukung 
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peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, melalui 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program 

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program 

Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber. 

5. Meningkatkan akuntabilitas kine:rja perencanaan pembangunan 

daerah melalui Program Perencanaan Ke:rja dan Program 

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kine:rja 

dan Keuangan. 

5.2. Arab Kebijakan 

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah 

sebagai berikut 

1. Menjaga konsistensi dan keselarasan perencanaan 

pembangunan, antara perencanaan pembangunan daerah, 

provinsi dan nasional berbasis teknologi informasi 

2. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan 

pembangunan melaui media musyarawah perencanaan 

pembangunan (musrenbang) dan media penyaluran aspirasi 

lainnya berbasis teknologi informasi 

3. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi 

perencanaan pembangunan, serta mendorong optimalisasi 

kine:rja Perangkat Daerah dalam mencapru kine:rja 

pembangunan daerah. 

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan 

pengembangan serta inovasi daerah yang mampu menjawab 

kebutuhan pembangunan daerah terutama isu-isu aktual dan 

sektor strategis yang didukung oleh kesediaan data yang 

memadai 

5. Peningkatan kompetensi aparatur dan pemenuhan sarana 

prasarana pendukung ke:rja 

6. Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan 

kine:rja yang berkualitas serta pengelolaan keuangan yang 

akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran 

Perangkat Daerah dengan RPJMD tercantum pada Tabel 5.1 berikut ini: 
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TabelS.l 

2017-2022 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah 
Tahun 2017-2022 

VisiRPJMD Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani 
Misi 5 RPJMD Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 
Tujuan RPJMD Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, 

efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan 
nepotisme berbasis teknologi informasi 

Sasaran RPJMD Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 
kinerja daerah 

Tujuan Sa saran Strategi Arab Kebijakan 
1. Terwujudnya 1.1. Meningkatnya 1. 1.1. Meningkatkan 1.1.1.1. Menjaga 
perencanaan sinergitas sinergitas dan keselarasan konsistensi dan 
pembangunan perencanaan serta mengembangkan keselarasan perencanaan 
daerah yang pembangunan daerah sistem perencanaan yang pembangunan, antara 
berkualitas yang inovatif dan inovatif dan partisipatif perencanaan 

partisipatif berbasis melalui Program pembangunan daerah, 
teknologi informasi Perencanaan Pembangunan provinsi dan nasional 

Daerah berbasis teknologi 
informasi 
1.1.1.2. Peningkatan akses 
masyarakat terhadap 
perencanaan 
pembangunan melaui 
media musyarawah 
perencanaan 
pembangunan 
(musrenbang) dan media 
penyaluran aspirasi 
lainnya berbasis teknologi 
informasi 

1.2. Meningkatnya 1.2.1. Meningkatkan 1.2.1.1. Peningkatan 
capaian kinerja capaian kinerja pengendalian, monitoring 
pembangunan daerah pembangunan daerah dan evaluasi perencanaan 

melalui Program pembangunan, serta 
Pengendalian Perencanaan mendorong optimalisasi 
Pembangunan Daerah kinerja Perangkat Daerah 

dalam mencapai kinerja 
pembangunan daerah 

2. Meningkatnya 2.1. Meningkatnya 2.1.1. Meningkatkan 2 .1. 1. 1. Peningkatan 
kualitas penelitian pemanfaatan hasil kuantitas dan kualitas hasil kuantitas dan kualitas 
dan penelitian dan penelitian dan hasil penelitian dan 
pengembangan pengembangan dalam pengembangan, serta pengembangan serta 
daerah perencanaan inovasi daerah melalui inovasi daerah yang 

pembangunan daerah Program Penelitian dan mampu menjawab 
Pengembangan Daerah kebutuhan pembangunan 

daerah terutama isu-isu 
aktual dan sektor strategis 
yang didukung oleh 
kesediaan data yang 
memadai 

3. Meningkatnya 3.1. Meningkatnya 3.1.1. Meningkatkan 3. 1.1. 1. Peningkatan 
tata kelola pelayanan dan pelayanan dan peran kompetensi aparatur dan 
keuangan dan akuntabilitas lembaga dalam mendukung pemenuhan sarana 
kinerja keuangan serta peningkatan kualitas prasarana pendukung 
perencanaan kinerja perencanaan perencanaan pembangunan kerja 
pembangunan pembangunan daerah daerah, melalui Program 
daerah Pelayanan Administrasi 

Perkantoran, Program 
Peningkatan Sarana dan 
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Prasarana Aparatur, 
Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur dan 
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 
3.1.2. Meningkatkan 3.1.2.1. Peningkatan 
akuntabilitas keuangan dan kualitas perencanaan, 
kinerja perencanaan evaluasi dan pelaporan 
pembangunan daerah kinerja yang berkualitas 
melalui Program serta pengelolaan 
Perencanaan Kerja dan keuangan yang akuntabel 
Program Peningkatan akuntabel sesuai Standar 
Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintahan 
Pelaporan Capaian Kinerja (SAP). 
dan Keuangan 
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BABVI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

INDIKATIF 

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya 

yaitu (1) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan 

partisipatif; (2) Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan 

daerah; dan (3) Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja 

perencanaan pembangunan daerah; yang di dalamnya terdiri dari 4 (empat) 

sasaran, 8 (delapan) indikator sasaran, maka disusun rencana program dan 

indikasi kegiatan Bappelitbangda selama 5 (lima) tahun mendatang. 

Berikut ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

Bappelitbangda Tahun 2017-2022: 

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan 

se bagai beriku t : 

1) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 

Tasikmalaya 

2) Penyusunan Rancangan 

Pembangunan Jangka 

Tasikmalaya 

Peraturan Daerah tentang Rencana 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

3) Penyusunan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 

4) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Tasikmalaya 

5) Operasional Forum/ Komite Perencanaan Pembangunan Kota 

Tasikmalaya 

6) Perencanaan dan Pelaporan Dana Transfer 

7) Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kota Tasikmalaya 

8) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan 

PPAS Kota Tasikmalaya 

9) Penyusunan Draft Raperda tentang Revisi RTRW Kota Tasikmalaya 

1 0) Finalisasi Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Tasikmalaya 

11) Koordinasi Penataan Ruang 
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12) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 

13) Sinergitas Perencanaan Ekonomi 

14) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah 

15) Sinergitas Perencanaan Sosial Budaya 

16) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Bantuan Provinsi 

17) Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) 

18) Koordinasi Program Wirausaha Baru 

19) Penanggulangan Kemiskinan 

20) Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan 

21) Pengelolaan Sis tern Informasi Perencanaan 

22) Pengelolaan Sistem Integrasi Data Infrastruktur 

23) Stan dar Manajemen Mutu ISO 9001 

2. Program Pengendalian Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 

dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

2) Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pemerintahan 

3) Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ekonomi 

4) Pengendalian dan Evaluasi Bidang Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah 

5) Pengendalian dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya 

6) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 

W alikota Tasikmalaya 

7) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) 

Akhir Masa J abatan W alikota Tasikmalaya 

8) Penyusunan Toponimi dan Tutupan Lahan Kota Tasikmalaya 

9) Koodinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan kegiatan 

se bagai beriku t : 

1) Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Daerah 

2) Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 

3) Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi 
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4) Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastuktur dan 

Pengembangan Wilayah 

5) Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya 

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 

4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 

Dinas I Operasional 

5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

6) Penyediaan Alat Tulis Kantor 

7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan 

Kantor 

9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

1 0) Penyediaan Perala tan Rumah Tangga 

11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

12) Penyediaan Makanan dan Minuman 

13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

14) Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 

15) Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai 

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

3) Pengadaan Meubelair 

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasjOperasional 

7) Pemeliharaan RutinfBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 

8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

9) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 

10) Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur 

11 
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6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 

2) Pengadaan Mesin Absensi 

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 

3) Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah 

4) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intemal Perangkat Daerah 

9. Program Perencanaan Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyusunan Rencana Strategis 

2) Penyusunan Perubahan Rencana Strategis 

3) Penyusunan Rencana Kerja 

Rencana program dan kegiatan Bappelitbangda Tahun 2017 - 2022 

akan dijabarkan berdasarkan indikator program dan kegiatan masing­

masing beserta indikasi pendanaannya, sebagaimana disajikan pada Tabel 

6.1 berikut ini: 
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,..,.rom.._ lndlkltor Tujuon/ 

Tujuln - 5MMwt/ Protrom/ 
K ....... 

Kotlolln 

1. Terwujudnya Copolon 
perencenMn bse .. raan 
pembanaunan dokumen 

d .. rahyana pe,.nt~~naan 

berkuo- pembanaunan 

dMrah 

1.1. Monlntkotnyo Copolon 
slnortltoo kosolllrason RKPD 
perenCIInaan ttrhodop RPJMD 
pembanaunln 
dooroh yon1lnovotW 
don portlslpotW 
berbosls teknolotl 

Copolon 
bse&III'MIIn 

Rencana Ker_t. 
ltrhodop RKPD 

Persontasoosplrasl 
masyarabt yana 
terekomodlr dalllm 
dokumen 

perencanHn 

Progfrlm Cap~~lan 

PeretKanCHin kaeloRll<ln RKPO 

PembangutHJn tor/KHiflpRPJMD 

DoerDh 

Capo/on 

kaelofrll<ln 

Rette11naK6jo 

terhodop RKPO 

Penyusunan Jumlah dokumen 

Rencana Kerja RKPD Tahun n dan 
Pemerlntah Daerah dokumen 

(RKPO) Kota Ptrubohen RKPD 
Taslkmalaya Tahun n-1 

Tobel6.1. 
Rencana Prot:ram, Ke1Miten dan PendenMn lndlkattf a.d1n Perenc..nun PemtM.naun1n, PenelltMin dan Penaembantan O..,.h 

Koto ToslkmoW,. Tohun 2017 • 2022 

Kondlsl Toqet Klne!je Pracram d• Korontkl Ptnd-

Rum us s.tuan A wei 2019 2020 2021 

2017 ...... Rp ...... Rp .... .. Rp ...... 
Juma.h substansi " 100'1 100'1 100'1 100'1 
Protrom prloritas 
dolom RKPD/ 
Jumloh Protrom 
prloritos dolom 
RPJMD Koto) X 
100'1 
Jum•h substlinsi " 11,4 100'1 100'1 100'1 100'1 
Protrom prloritos 
da .. m Rencana 
Korjo/ Jumlllh 
proan~m priorttas 
dolom RKPDx 
100'1 

Jum&tlh substansl 100'1 100'1 100'1 100'1 
Protrom prloritos 
daa.m Rencana 
Keljo/ Jumloh 

Protr•m priorites 
dolom RKPD) X 
100'1 

Jum&.h usulan " 11,&5 20'1 25" 30'1 35" 
dolom RKPD (Hasll 
Musrenben1 don 
Resos) torhodop 
Totol Usulon (Hosll 
Musrenbana dan 

Resos) x 100" 

Jumlah substansl Persen 100'1 2.905.000.000 100'1 3.105.000.000 100'1 z .g55.ooo.ooo 100'1 
Protrom prloritos 
dalam Renuna 
Keojo/ Jumloh 
protrom prloritos 
dolom RKPDx 
100'1 

Jumlah tubstansl PerNn 100'1 100'1 100'1 100'1 
Protrom prloritos 

d•&.m Renc•n• 
Koojo/ Jumloh 

Protrom prlorltos 
dolom RKPD) X 

100" 

Dokumen 2 400.000.000 2 350.000.000 2 400.000.000 2 

2022 T~r~et Alchlr Renstro 

Rp .... .. Rp 

100'1 

100'1 

100'1 

35" 

3.055.000.000 100'1 15.751.345.000 

: 

100'1 i 

400.000.000 9 1.875.000.000 
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Koacllol Teraet KIMrjo """'""'dan Ko,_ ...... -
lnd-Tujuon/ 

Tujuon - ................. 
S...O/ ..... rom/ Rum us s.tuon 

Awol 
2019 2020 2021 2022 r.,.ot Akhlr Mnstra 

~ 
Koc-. 

2017 '"""' Rp '81JOt Rp IOI1ot Rp 181101 Rp teraet Rp 

Penyusunan Jumlah dokumen Ookumen 1 400.000.000 1 400.000.000 
Rancangan Rancangan RP JMD 
Rencana 
Pemblngunan 

Janska Menenaah 

Daerah (RPJMD) 

Kota Taslkmalaya 

Penvusunan Jumlah dokumen Dokumen 1 300.000.000 0 1 300.000.000 
Dokumen teknokratlk RPJMD 
Teknokratlk 
Rencana 
Pemb.nsunan 

Janska Menenph 
Daerah (RPJMD) 

Kota Taslkmalaya 

Perubahan Jumlah dokumen Ookumen 1 400.000.000 1 400.000.000 
Rencana Perubahan Rencana 
Pembangunan Pembansunan 

Jangka Menengah Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Oaerah (RPJMD) 

Kota Taslkmalaya 

Operaslonal Jumlah Dokumen/ 4 400.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 4 400.000.000 20 2.000.000.000 
Forum/Komlte rekomendasl Rekomendas 
Perencanaan perencanun I 

Pembangunan Kota pemblngunan 

Slner&ltas Jumlah dokumen Dokumen 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 10 700.000.000 
Perencanaan perencanaan 
Pembangunan bantuan Keuansan 

Daerah Provfnsl dan DAK 

Penyusunan Jumlah dokumen Dokumen 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 2 150.000.000 10 770.000.000 
ICebljakan Umum Kebijakan Umum 

APBD dan PPAS APBD dan PPAS 

Kota Taslkmalaya Kota Taslkmalaya 

Penyus.unan Jumlah dokumen Dokumen 2 130.000.000 2 130.000.000 2 130.000.000 2 130.000.000 10 655.000.000 
Kebljakan Umum Kobljakan Umum 

Perubahan APBD Perubahan APBO 

dan PPASP Kota dan PPASP Kota ..•. 
Slnersltas Jumlah dolcumen l .Ookumen Renja Dokumen 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 12 400.000.000 
Perencanaan perencanaan OPD , 2.0okumen 

Pembansunan bidans Bankeu Provfnsl, 

Bldans pemerlntahan 3.Dokumen OAK 

Pemerlntahan Ungkup Bldans 

Pemerlntahan 

Slnergltas Juml1h dokumen l.Dokumen Renja Dokumen 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 13 475.000.000 
Perencanaen perencanaan DPD , 2.Dokumen 

Pembanaunan bldanc ekonoml Btnkeu Provfnsl, 

Bldana Ekonoml 3.Dokumen DAK 

Unakup Bldang 

Ekonoml 
----- - - - -------- - - --- - -- -- - -- -- - -- - -
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Koncllol Torpt KlnerJa .....,......, d., • • -•• ,._ 
I lndu..tor TIQulon/ 

Tujuen 5ooWM 
.......... d-. 

~ .......... , Rum us smu ... Awol 
2019 2020 2021 2022 Torpt Alchlr Renstra i 

llqloUn ···- 2017 tataot Rp tlqot Rp tlqot Rp tlqot Rp tlqot Rp 

Sinersltas Jumlah dokumen 1.Dokumen Ren}a Ookumen 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 13 485.034.000 
Perencanaan perencanaan OPD , 2.Dokumen 

Pembangunan bldans Bankeu Provlnsl, 

Bidans lnfrastruktur dan 3 .Dokumen OAK 

lnfrastruktur dan Pen&embangan Linskup Bidans IPW 

Pene;embansan Wilayah 
Wilayah 

Slnersltas Jumlah c::Jokumen l .Ookumen Renja Dokumen 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000 13 475.000.000 
Perencanaan perencanaan OPO , 2.0okumen 

Pembangunan bldang sosial Bankeu Provtnsl, 
Soslal Budaya budaya 3 .0okumen OAK 

Lingkup Bidang 
Sosfal Budaya 

Slnergitas Jumlah dokumen Ookumen 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 5 675.000.000 
Perencanaan perencanaan 
Pembangunan pembangunan 
Daerah (Bantuan ! 

Provfnsl) 

Perencanaan Jumlah dokumen Ookumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 5 475.000.000 ! 
Keglatan Wllayah perencanaan 

I 
Kecamatan keglatan Wilayah I 

Kecamatan 

Koordinasl Oumlah Dokumen Ookumen 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 9 400.000.000 
Penanggulangan Perencanaan dan 

ICemiskinan Pelaporen 

Penanggulansan 

Kemlsklnan 

Koordinasl Jumlah Ookumen Ookumen 1 100.000.000 l 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 5 400.000.000 
Pelaksanaan Laporan 

Tanguns Jaw ab Penyelenggaraan 

Soslal dan TJSLP 
Unskungan 

Pengelolaan Slstem Jumlah slstem unit 4 250.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 4 250.000.000 20 1.247.929.000 
lnformasl lnformasl 

Perencanaan perencanaan 

Pembangunan pembansunan 

Oaenh daerah 

Penselolaan ~stem Jumlah slstem unit 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 5 175.000.000 
lntegrasi Data Integra sf data 

lnfrastruktur lnfrastruktur 

Penlnskatan Jumlah aparatur orana so 150.000.000 so 150.000.000 so 150.000.000 so 150.000.000 200 600.000.000 
Kapasltas Aparatur 

Perencana 

Pembangunan 

Koordlnasl Jumlah dokumen Dokumen 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000 8 160.000.000 
Perce~ tan perencanaan dan 

Pencapalan pelaporan capalan 

Sustanable SDGs 
Oevelopmtilt Gol ls 

(SDGs) Kota 
Taslkmal1ya 

-- ---- -- -----
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Kondlsl T.,..r klnerja Pnltl...., don Ke,.llca .,.nden-

.......... den 
lndllcator Tuj....,/ 

Awol 
Tujulon - Ke.- -/Prolrem/ Rumua s.tuon 2019 2020 2021 2022 r.,.et Akhlr Renstre 

Kelletan 
2017 lllrpt Rp tlqOt Rp tlqet Rp tlqet Rp IMiet Ap 

Koordinasf Jumlah dokumen Dokumen 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 2 100.000.000 8 400.000.000 

Penataan Kawasan perencanaan dan 

Perumaha n dan pelaporan 

Permuklman 

Perkotaan 

Penyusunan Dra ft Jumlah dokumen Dokumen 1 150.000.000 1 100.000.000 2 250.000.000 

Ranperda Revis! Ranperda Rencana 
Rencana Ta ta Tata Ruang 

Ruang Wilayah Wllayah (RTRW ) 

(RTRW) Kota Kota Taslkmalaya 
Tulkmalaya 

Penyusunan Jumlah dokumen Ookumen 2 100.000.000 2 100.000.000 

Rancangan Awal naskah a kademis, 

Perubahan rancangan awal 
Peraturan Daerah perubahan Perda 

Tentang Tata Car a tentang tata cara 
Perencanaan perencanaa n 

Pembangunan pemba ngunan 
Oaerah daerah 

2. Meningkatnya Persentase ca pa lan Jumlah capa lan IKU % 80% 85% 90% 95% 95% 

capa lan klnerja klnerJa lndlkator sesual target 
pembangunan daerah klnerja utama terhadap tota l 

daerah jum lah IKU x 100% 

Progrtlm PetWnta~e rata- Jumklhtotal " 80% 725.000.000 85% 575.000.000 90% 725.000.000 95Yo 775.000.000 95% 3.250.000.000 

PflngendaHan rata tetpolon capo/on ldnerja 

~encanaan ldnerja ,.,.,ngkot ,.,.,ngkot daerah 

"-mbangunan daeroh linglwp /jum/Qh 

Da~rah Bldang perangltot daervh 

PetMrlntahan Jd-

PersentaH rato- Jum/ah total " 80% 85% 90% 95% 95% 

rata capo/an capo/on kiJHtrja 

klner}<l ,.,.,ngkat perongltot-ah 

daoroh llnglcup /jumklh 
Bidang Ekonoml perong#tat da..-uh 

Kl-

PerHntaH rata- Jumlah total " 80% 85% 90% 95% 95% 

rata capo/an capo/on ldnerja 

ldnerja ,.,.,ngkot peronglcat daeroh 

daeroh llnglwp /jum/ah 

BldangSos/al perong/cat daeroh 

Budaya Kl-

Pel'l•ntoH rot,.. Jumlah total " 80% 85% 90% 95% 95% 

rvta capalon capo/on /dnorja 

klnerja perongkat peronglrot daeroh 

damlh llnglwp /jum/ah 
8/dang/PW perangkat daerah 

Kl- I 
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Kondlll Twpt IClnelja ....... ....,. clan Ke ..... ko ... ..-

.................. lndlkotor T......,/ 
AW .. 

Tu)llen - _, ....... .,.,.,., Rum us s.tuen 2019 2020 2021 2022 T-t Akhlr "-Mtra 
llq-

Ke,-
2017 hrl•t Rp t"'let Rp '-' Rp hrlet Rp '-' Rp 

Pengendalian dan Jumlah dokumon Jumlah dokumen Ookumen 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 4 400.000.000 

Evaluasl Pensendalian dan Pengendalian dan 

Perencanaan Eva\uasl Evaluul 

Pemban~:unan Perencanaan Perencanaan 

Daerah Pembangunan Pembangunan 

Oaerah Oaerah Per 

Trlwulan 

Pengendalian dan Jumlah dokumen Jumlah dokuf"nen Dokumen 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 17 375.000.000 

Evaluasi Penaendallan dan Pengendallan dan 

Perencanaan Eva\uasl Evaluasi 
Pembangunan Perencanaan Perencanaan 

Bldang Pembangunan Pembansunan 

Pemerlntahan Oaerah Bldang Oaerah Per 
1Trlwulan 

Pensendalian dan Jumlah dokumen Jumlah dokumen Ookumen 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 20 375.000.000 

Evaluasl Pengendallan dan Pengendallan dan 
Perencanaan Evaluasl Evaluasi 
Pembangunan Perencanaan Perencanaan 

Bldans Ekonoml Pembansunan Pembansunan 

Oaerah Bldans Oaerah Per 
Ekonoml Trfwulan 

Pensendalian den Jumleh dokumen Jumlah dokurnen Dokumen 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 17 375.000.000 

Evafuasf Bfdang Pensendalian dan Pengendalian dan 
Perencanaan Evaluasf Evaluasi 
Pembansunan Perencanaan Perencanaan 
Bidang Pembangunan Pembangunan 
lnfrastruktur dan Daerah BldangiPW Daerah Per 
Pengembangan Trfwulan 
Wilayah 

Pengendalian dan Jumlah dokumen Jumlah dokumen Dokumen 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 4 75.000.000 20 3 75.000.000 

Ewluasi Pengendallan dan Pengendallan dan 
Perencanaan Evaluasl Evaluasi 
Pembanaunan Perencanaan Perencanaan 
Bidang Soslal Pemba nguna n Pembanaunan 
Budaya Oaerah Bldang Oaerah Per 

Soslol Bud•v• Triwulan 

Penyusunan Jumlah dokumen Ookumen 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 1 175.000.000 5 775.000.000 

Laporan LKPJ Wallkota 
Keteranaan Taslk.malaya 
Pertan&Bun8fawab 
an (LKPJ) Wallkota 
Tasikmalaya 

Penyusunan Jumloh dokumen Dokumen 1 200.000.000 2 275.000.000 

Laporan LKPJ Akhlr Mosa 
Keteransan Jabatan Walikota 
Pertanuun&Jawab Taslkmalaya 
an (LKPJ) Akhlr 
Mas. Jabaten 
Walikota 

Tasikmal•v• 
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Kondlsl Toqet KlnerJ- Plvtlrem ct... Ke,.ncu Pwn-
lndiUtor ToUo-/ 

Tujuen - """ ........ -/Pivtlrem/ Rumus s.tuen Awe! 201t 2010 2021 2022 r-.et Allhlr "-nst,. 
~ Kel-

2017 ~t Rp '-' Rp tAqet Rp '*Jet Rp '-' Rp 

Penyusunan Jumlah dokumen Dokumen 1 150.000.000 1 150.000.000 2 300.000.000 

Toponlml dan Toponlml dan 

Tutupan Lahan Tutupan La han 

Kota Taslkmalaya Kota Taslkmalaya 

2. Menlnska tnya Persentase Jumlah hasll "' 100% 100% 100% 100% 100% 

kualltas penelltlan penelltlan dan peneUtlan dan 

dan pengembansan pengembangan pengembangan 

daerah yang dlmanfaatkan yang dima nfaatkan 

terhadap total 
penellt ian 

penelitlan dan 
pengembansan x 

100% 

Menlngkatnya Persentase Jumlah hasll r. 100% 100% 1oor. 100% 100% 

~anfaatan hasll penelltlan dan pen~ltlan dan 

penelltian dan pengembanaan pensembangan 

pengembangan dalam yans dlmanfaatkan yang dlmanfaa tkan 

per~canaan terhada p total 
pembangunan daerah penelitlan 

penelrtlan dan 

pengembangan x 

100% 

Program Persen tase hasf/ Jumlah has/1 l- l .l50.000.000 l- l .l50.000.000 l- l.l50.000.000 l- 1.450.000.000 l- 5.050.000.000 

PeneHtlon dan pMelltlan dan penelitlon dan 

Pen~mbCJngon pengembangan pengembangan 

Dtlerah bldang ekonoml bldong ekonomi 

yang yang 

dlmanfaarkan dlmanfaarkan 
' 

terhadap total 
penelitlon 

penelition don 
pengembongan 

bldang ekonomi x 

1oon 
Persentase hasll Jumlah hasil l- l- l- l- l-
penelltlan dan penelltian dan 

pengembongan pengembangan 

bidang sosial bldang sosia/ 

budaya yang budayayang 

dlmanfoatkan dlmanf aotkon 

terhadop total 
penelitlan 

peneUtlan dan 

pengembongan 
bldang soslal 

ltJJAnw-t" 'f f)f}CK. 
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KONIIII T ... ot Klnerjo Pnllrom don Koron1 .. PllndoiiMft 

~don 
lndlloolor Tll)uon/ 

Awol Tajuen - s-.tf Pnllrom/ Rumuo s.tuon ZOlt zozo ZOZl zozz T-' Allhlr Ronstro ...- ... - 2017 tolpt Rp torpt Rp torpt Rp torpt Rp torpt Rp 

Persentase has/1 Jumloh hasll J- J- J- 1- 1-
pene/lt/an dan penelitfan dan 

pengembangan pengembangon 

bidang bldong sosiol 

peemer/ntahan budaya yang 

yang dlmanfaa tkon 
dlmonfaatkan terhadap total 

penelitlon 

penelltlan dan 

pengembangan 

bldang soslal 

'""" Persentase hasll Jumloh hasil J- J- J- J- J-peneliOan don penelitlan dan 

pengembangon pengembongon 

bldang /PW yang bldang /PW yang 

dimanfaatkan dimanfaatkan 

terhadap total 
penelitlan 

peMiitlon don 
~ngembangan 

bidang IPW x 100" 

Pemblnaan dan 1. Jumlah OPO yang OPD, buah 38,3 200.000.000 38, 3 200.000.000 38, 3 200.000.000 38, 3 300.000.000 900.000.000 
Pensembansan dibina, 2. Jumlah 

!novas! Oaerah lnovasf daerah 

Pengelolaa n Data Jumlah dokumen Ookumen 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 200.000.000 
Pembangunan data pem~ngunan 

Kajlan, Penel lt lan Jumlah kajlan, Dokumen 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 8 800.000.000 
dan penelrtian dan 

Pengembangan pengembansan 

Bldans bldans 
Pemerlntahan pemerlntahan yan1 

i dihesllkan 
Kajlan, Penelrtlan Jumlah kajlan, Ookumen 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 300.000.000 8 900.000.000 
dan penelrtlan dan 

Pensembanaan pensembanaan 

8/dana Ekonoml bidang ekonoml 

yana dlhasilkan 

Kajlan, Penelftlan Jumlah kajlan, Dokumen 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 8 800.000.000 
dan penelrtlan dan 

Pensembangan pensembangan 

Bldans bldana 
lnfrastruktur dan lnfrastruktur dan 
Pengembangan pensembangan 

Wilayah wllayah yana 

dihosllkan 

Kajlan, Penelltlan Jumlah kajlan, Dokumen 2 200.000.000 2 200.000.000 2 200.000.000 2 300.000.000 8 900.000.000 
dan penelltlan dan 

Pensemban1an pensembtngan 

Bldana Soslal bidana soslal 
Budaya budoyo v•ns 

dihu!lkon 
--- - - --- --- - -
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Kondlsl 
TwptKinefllol'rolram.., Ke....,.,.PitndenMn 

l'rolr.mHII 
lndllootor Tuj-/ 

A wei 
TujuM - s-...tl'nllrem/ Rumua s.tu•n 2011 2020 2021 2022 T ... et Akhlr Renstrl 

~ ......... 
2017 ...... Ap ...... Ap ...... Ap ...... Ap ...... Rp 

Pengembansan Jumlah kaJian dan Dokume.n 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 4 400.000.000 
Jarlngan Penelitlan penelltian 

Kota Taslkmalaya 

3. Menlnakotnye lndeks KepultSIIn Hasll survel Poln 77 as 89 92 92 

peleyenen den Mesyerakot kepiiUoln 

elcuntebllltas Porenakot Deereh muyarebt 

klnerje llnakup 

perencenMn perencanMn 
pem~M~naunan 

deerah 
3.1.Menlnakotnyo Nllel Evoluesl Heslleveluesl Poln 71 7S 81 as as 22.SOO.OOO 

peleyenen don SA KIP SAKIP oleh APIP 

okuntobllhes 
bUIRIIR Hrtl 

ldnerje perencanun 

pembanaunan 

daerah 

lndeks Kepuasan HMH survel Po in 77 as 89 92 92 
Masyarabt kepue.~n 

~ranabt DHrah masyaqbt 

linakvp 
perencanun 

TlnakotMeturltes Heslleveluesl SPIP Level 3 3 3 4 4 

SPIP oleh APIP 

PerMntesetinakot Reellsosl tlnakot N 100 100 100 100 100 

laporan buanaan laiporan keuanpn 
dan barana sesual dan bllranc sesual 

SAP SAP 

Progrom PwwntCJ.N Jumklh N 100N 1.489.000.000 100N 1.4!¥.000.000 100N 1.520.000.000 100N 1.5N.OOO.OOO 100N 7.44J.J07.!100 

Po/ayunon lcwt.ng/nJpon koleng/nJpon 

Admlnlstras/ pelayunon pelayunan 

Perl«<ntORJn admlnlstrasi adminhtrasl 
perkontort1n per/nJntoran/ 

jumltlh po/ayunan 
admlnlnra11 

perkantOI'fln K 

100N 

Penyedlaan Jasa Jumlah materal dan Buah 100 2.000.000 100 3.000.000 100 3.000.000 100 3.000.000 400 11.000.000 
Surat Menyurat buku cek yang 

tersedla 

Penyedfaan Jasa Jumlah waktu Bulan 12 500.000.000 12 500.000.000 12 500.000.000 12 550.000.000 48 2.050.000.000 
komunlkasl, penyedlaan Jasa 

Sumber Oaya Air telepon, air, 1/strlk 

dan Ustrlk dan Jasa layanan 

Internet 

Penyedlaan Jase Jumla h unit Unit 6Unit Mobll 35.000.000 6UnitMobll 35.000.000 6 Unit Mobil 35.000.000 6Unlt Mobll 35.000.000 IIVALUEI 140.000.000 
Jamlnan Baran& kendaraa n rode 4 dan 1 Unit dan 1 Unit den 1 Unit dan 1 Unit 

Mllik Ooerah dan gedung kantor Bansunan Bangunan Bangunan Ban1unan 

yang mendapat Kantor Kantor Kantor Kantor 

jasa Jam! nan 

beran1 millk daerah 
. . . - ---- Bab Vl -12 



Kondlol Tlllpt klne<J- ....,......, dMI Ke,.ncu Ponde._n 

.............. lnd-r TIQuen/ 
Awol Tu,luen - _,,__, Rum us sa .... 2019 2020 2021 2022 T_.AidllrRenttr. 

ICes- K.,-
2017 terpl Rp terpt Rp terpt Rp terpt Rp terpt Rp 

Penyedlaa n Jasa Jumlah unit Unit 6 Unit Mobil 20.000.000 6Unl t Mobll 20.000.000 6UnltMobll 20.000.000 6 Unit Mobil 20.000.000 .VALUE! 80.000.000 
Pemellharaan dan kendarnn yang dan 17 Unit dan 17 Unit dan 17 Unit dan 17 Unit 
Perlzlnan memperoleh Sepeda Sepeda Motor Sepeda Sepeda Motor 
Kendarean Dlnas I perpanjangan PKB Motor Motor 

Operaslonal dan perpanjanaan 
STNK 

Penyec:Uaan Jasa Jumlah jenis Jenls, 23, 36 135.000.000 23, 36 140.000.000 23, 36 145.000.000 23, 36 150.000.000 .VALUE! 570.000.000 
Keberslh1n Kantor peralatan dan Orang/bulan 

bthan keberslhan 
serta Jasa 

keberslhan kantor 

Penyedlaan Alat Jumlah jenls alat Jenls 20 50.000.000 20 50.000.000 20 57.000.000 20 60.000.000 80 217.000.000 
Tulls Kantor tulls kantor 

Penyedltan Ba ra ng Jumlah ba rang Poket 4 35.000.000 4 35.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 16 150.000.000 
Cetakan dan cetakan I 
Penuandaan penuandaan I 

penjllidan 

Penyediaan Jumlah j enls Jenis 15 15.000.000 15 18.000.000 15 20.000.000 15 20.000.000 60 73 .000.000 
Komponen /nstala sl komponen lnstalasl 

Ustrlk I llst rlk/ penerangan 
Peneransan binsunan kantor 
Bans unan Kantor 

Penyedlaan Jumlah jenis Je nls 10 40.000.000 10 37.000.000 10 30.000.000 10 40.000.000 40 147.000.000 
Perala ta n dan peralata n da n 

Perlenskapan perlengkapan 

Kantor kantor 

Penyediaan Jumlah paket Pake t 1 2.000.000 1 3.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 4 15.000.000 
Pera latan Rumah pengadaan 

Ta ngsa peralatan ruma h 

ta ngga 

Penyedlaan Bahan Jumlilh wa ktu Bulan 12 75.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000 12 75.000.000 48 300.000.000 
Bacaan dan penyedlaan bahan 

Pera turan bacaan dan 

Perundans- peratura n 

undansan perunda ns -

unda ngan 
Penyedlaan Jumlah waktu Bulan 12 80.000.000 12 80.000.000 12 85.000.000 12 85.000.000 48 330.000.000 
Makana n dan penyedlaan makan 

Mlnuman dan mlnum harlan, 

rapat dan jamua n 

tamu 

Rapa t-rapat Jumlah waktu Bulan 12 350.000.000 12 350.000.000 12 350.000.000 12 350.000.000 48 1.400.000.000 
Koordlnasl dan penyedlaon 
Konsultasl ke Luar ang aran rapa t-

Daera h rapat koordlnasl 

~Mn konsultasi 

keluar daera h 

Penyedlaa n Jasa Jumlah wa ktu Bulan 12 125.000.000 12 125.000.000 12 130.000.000 12 130.000.000 48 510.000.000 
Keamana n dan penyedl .. n joH 
Ketertlbln keama nan dan 

Unc;kungan ketertlbon 
llnckuncen kantor 
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KDIMIIsl T ..... klnerja ...... ...., dM KtrlftiU ... nd.,._ 

Pnlcl'lllldM 
lndllc8tor Tujuoft/ 

A wei 
Tujuoft s..... SaN<elo/ ........... , Rum us SlltuM 2019 2020 2021 2022 r.,.tt Allhlr Rtnstro 

~ ... - 2017 Witt Ap l8fltt Ap tMJtt Ap Ulrpt Ap tMJtt Ap 

Penyedlaan Jasa Jumlah paket Paket 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 4 100.000.000 
Penlngka tan penyedraan jasa 

P~Hayanan Pesawal penlngka tan 
pelayanan pegawal 

l'rr>grvm P«Mntou Jumklh " 1~ 761.000.000 1~ /139.000.000 1~ 1.130.000.000 1~ 712.000.000 1~ 3.881 .076.100 
Pwninr~lanon pemenuhan 10rana kotorudloon 
SarvMdon proSDrona SDrono prGIDrtiiKI 

l'roMirtiiKI DptlratUr lflUQ/ Aparatur/ jumklh 

Apaflltur ltatttklr k•butululn SDrona 

prriStlfOIIQ 

Aparaturx1~ 

PetwntaH st~rona Jumklh Sonuw " 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 

pro10rana prtiUirvna 

apQrvtur yung Aporatur yang 

torpoHhora torpoHhora/ 

Jumklh Saraftfl 

prvsarana 

~ 
Pengadaan Jumlah unit Unit 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 2 30.000.000 8 120.000.000 
Perlengkapan perlengkapan 

Gedun& Kantor sedung kantor yans 

d!sediakan 

Pensadaan Jumlah paket Paket 4 75.000.000 4 150.000.000 4 200.000.000 4 50.000.000 16 475.000.000 
Perala tan Gedung peralatan geduns 
lkantor kantor 
Pensadaan Jumlah unit Unit 120.000.000 181.000.000 245.000.000 20.000.000 0 566.000.000 
Meubelalr meubelalr kantor 

yang d!sedlakan 

Pemellharaan Rutin Jumlah paket Paket 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 70.000.000 8 220.000.000 
I Berka Ia Gedung pemeHharaan 

Kantor geduns kantor 

Perneflharean Rutin Jumlah unit mobil Unit 1 155.000.000 1 155.000.000 1 160.000.000 1 160.000.000 4 630.000.000 
I Berka Ia Mobil jabatan ya ng 

Jabatan dipellhara secara 

rutin I berkala 

Pemeflharaan Rutin Jumlah unit Unit 22 110.000.000 22 110.000.000 22 115.000.000 22 115.000.000 88 450.000.000 
I Borkala kendaraan dlnas I 
Kendaraan Olnas I operaslonal vans 

Operaslorlll dlpellhara secara 

rutin I berkala 

Pemelrharun Rutin Jumlah unit Unit 4 25.000.000 4 20.000.000 4 35.000.000 4 10.000.000 16 90.000.000 
I Berka Ia perlengkapan 

Perlenakapan seduna klntor vans 
Geduns K1ntor dlpelihara see~ra 

rutin I berkala 
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ltondlol 
T8rpl Klnelje Proi,., .... Itt_ ... ,.nd_ 

lndllcotor T.qu.n/ 
T .. en - ~ .... 

s-an/Procrtm/ Rumus s.tuen 
Awol 

201t 2020 2021 2022 Tllflet Akhlr Rt-
~ 

" .. - 2017 tafltt Rp tlqtt Rp '-' Rp tlqtt Rp tlqtt Rp 

PemeUharaan Rutin Jumlah unit Unit 39 25.000.000 39 25.000.000 39 25.000.000 39 25.000.000 156 100.000.000 
I Berka Ia Perala tan peralatan dan 

dan Perlenskapa~n perlenskapan 

Kantor kantor yang 

dlpellhara secara 

rutin I berkala 

Rehabllltasl Sedang Jumlah unit gedung Unit 1 100.000.000 1 100.000.000 
I Berat Gedung kantor yang 

Kantor dlrehabllltasl 

Penyedlaan Jasa Jumlah keglatan Keg/a tan 4 69.000.000 4 68.000.000 4 70.000.000 4 60.000.000 16 267.000.000 
Prasarana Aparatur yans dllkutl poda 

keglatan taslk fair 

den ewnt~vent 

lalnnya 

Pengadaan Jumlah unit Unit 6 102.000.000 6 50.000.000 6 100.000.000 6 172.000.000 24 424.000.000 
Perala tan dan peralatan dan 

Perlenakapan perlengkapan 

Kantor kantor yang 

dlsedlokan 

l'roflrl>m PwMnt<IH Jumlcrh lltlfflna 1- 40.000.000 1- 30.000.000 1- 40.000.000 1- 30.000.000 1- 182.500.000 

Ponlllflkatan pe~Mnuhon 10rona d&lpHn Optlrrltur/ 

DIJipHn Aptlrrltur diJipHn aptlrrltur juml<lh kebutuhan 

MmiM diJip/ln 

llptlrotUrx lOO 

Pengadaan Jumlah Mesln Stel 1 10.000.000 1 10.000.000 2 62.500.000 
Mesln/l<.artu Absensl 

IAbsensl 
Pensadean Pakalan Jumlah pak1fan Stet so 30.000.000 so 30.000.000 so 30.000.000 so 30.000.000 200 162.SOO.OOO ' 
Khusus Harl~harl khusus harl 

Tertentu tertentu 
I 

Program PwHnfOH juml<lh aptlrrltur "' 3(Jlf 100.000.000 3(Jlf 70.000.000 3(Jlf 100.000.000 3(Jlf 100.000.000 3(Jlf 420.000.000 

Ponlngktrtan Optlrrltur jiUIIfl Yflllfl m<tnglkutl 
Ktlptllifas SUmber menglkutl ,.ltrtihon/ juml<lh 

D<ryQ Aptlrrltur 1MI<Itlhan toto/ IIPflttltur x 
I.JJm( 

Blmblns•n Teknfs Jumlah pakot orans 1S 100.000.000 1S 70.000.000 15 100.000.000 lS 100.000.000 60 420.000.000 
lmplementasl blmblngan teknfs1 

Peraturan kursus·kursus 

Perundans- slnskat dan 
undangan pelatlhan yang 

dilkut/ 
n 

l'roflrl>m Capalan hall/ Htn/IIVflluasl N/1<11/ 72 20.000.000 75 20.000.000 71 20.000.000 82 20.000.000 82 80.000.000 
Ponlllflkatan nt~luali SAKJP SAKIP oleh APIP Ktrt_,l 

Po-m""-" ,.,..,ngkat daorah 
Slltom Peklporrtn 

Captllan Klnorfa 

danKeuan11<1n 

. . · --
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Kondlsl 
TO<pt KlnerJo Pnltl..m ct.n Ke,.ncu ... _ 

"""'""' - lndlkotor TujUMI/ 
A wei 

TuJu- - saar.~/ Pnltlrom/ Rum us s.tu•n 2019 2020 2021 2022 Totpt Alchlr Renst,. ... - K .. - 2017 gopt Ap tO<pt Ap tO<pt Ap t.pt Ap tO<pt Ap 

PerMntOH t/llflktlt Roo//JQsl tlngktlt " 100 100 100 100 100 

io_,.n /reuollfl<ln loporan inluDnl/<ln 

dDn bclrvngNSUDI don barang HSUal 

SAP SAP 

Copolon SPIP HDs/1 .-..z/uDsiSPIP Lew/ 3 3 3 4 4 

pervngktlt dDervh olehAPIP 

Penyusunan Jumlah laporan Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 4 20.000.000 
Laporan Capalan akuntabllltas 

Klnerja don ikhtlsar klnerja lnstansl 

ReallsuiKinerja pemerlntah 

SKPO 

Penyusunan Jumlah pelaporan Ookumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 8 20.000.000 
Pelaporan keuangan 
Keuangan semesteran dan 
Perangkat Daerah akhlr t ahun sesual 

SAP 

Penyusunan Jumlah pelaporan Dokumen 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 8 20.000.000 
Pelaporan Barang barang semesteran 

Peran1kat Daerah dan akhir tahun 
sesual SAP 

Penyelengaraan Jumlah dolcumen Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 4 20.000.000 
Slstem laporan 

Pengendallan penyelenggaraan 

Internal Peranakat SPIP 
Daerah 

Prvgrvm PetHnttJ.N Jumloh prvgrvm " 1~ 5.000.000 1~ 10.000.000 1ocn6 5.000.000 1~ 15.000.000 1~ 0 .500.000 

P«•ncanaon KerjD -lorDIDn dDiomRPJMO 

RenstrvPO )'UIIfldloi«Hnoddr 
torhDdDpRPJMO dGklm Renltra PO 

I Jumloh prvgrvm 

dD/om Rorutrv PO 

x100 

~tNntaM Jumloh prvgrvm " 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 

-iorvMJn RonjD dDnk~on 

PO terhrn/Dp RKPO dDiom RKPO yung 

diDkDmodlr dDiom 

Ron}D PO I JumiDh 

program don 

/reglDtDn dD/om 

RonjoPDxJOO 

Penyusunan Jumlah renc.ana Dokumen 1 10.000.000 2 34.500.000 
Renana Stratqls strates ls yans 

dlsusun 

Penyusunan Jumlah rencana Ookumen 1 5.000.000 2 29.500.000 
Perubahan stratesls yan1 

Renc~na Stratesls dlsusun 
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Kondill r.rpt Klnerjl Protlnom .... Ke .......... -

............... lndlllator TIQuen/ 
Aw•l 

Tujuen - _,..........,, Rum us 5e!U811 2011 2020 2021 2022 T_. Alchlr llenst,. 
hi- K..-

2017 hlfpl Ap hlfpl Rp '-' Ap taopi Rp '-' Rp 

Penyusunan Jumlah renca na Dokumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 5 24.500.000 

Renc.ana Kerja kerja yana disusun 

Prof/rom lndeks kepuaan Hasll survel Poln 77 45.000.000 as 45.000.000 89 45.000.000 92 45.000.000 92 244.500.000 

Penlngltatan Masyerebt kepu-..n 
Pwloyvnon Publik masv•r•kat 

lln1kup 

Pengukuran klnerJa Oumlah dokumen Ookumen 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 5 44.500.000 

pelayanan publlk has/1 pengukuran 
klnerja 

Evaluasr Standa r Jumlah sertlflka t Ookumen 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 1 40.000.000 5 200.000.000 

M ut u Manajemen ManaJemen Mutu -ISO ISO 9001:2015 

'· - - . -- ----------- --- '--- . .. -· 
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Rencana Strategis I 
eapftelitl4~ ~Dt4 7a~tatpt 

BAB VII 

2017-2022 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bab ini memaparkan indikator kinerja Bappelitbangda yang secara 

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappelitbangda dalam 

kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbangda dengan 

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017- 2022, maka dalam penyusunannya 

Renstra harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, artinya indikator 

kineija Bappelitbangda harus diarahkan untuk mencapai target kineija 

sesuai dengan kewenangan Bappelitbangda yang telah dicantumkan dalam 

target Kineija RPJMD. 

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka 

pencapaian Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bappelitbangda 

berkontribusi untuk mewujudkan visi misi dalam RPJMD sesuai dengan 

kewenangannya. Adapun indikator kinerja Bappelitbangda yang mengacu 

pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut 

ini: 
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Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 

Kondisi 
Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun Target Akhir No. Indikator Sasaran Satuan awal periode 

RPJMD RPJMD 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Capaian keselarasan RKPD terhadap Persen 100 100 100 100 100 100 100 

RPJMD 
2. Capaian keselarasan Rencana Keija Persen 100 100 100 100 100 100 100 

terhadap RKPD 
3 . Persentase aspirasi masyarakat yang Persen 11,85 >20 >20 >20 >20 >20 >20 

terakomodir dalam perencanaan 
4. Persentase capaian kineija indikator Persen 75 75 75 100 100 100 100 

kineija utama daerah 

5. Persentase hasil penelitian dan Persen 50 60 60 75 75 75 
pengembangan yang dimanfaatkan 

6. Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

7. Persentase tingkat laporan keuangan Persen 100 100 100 100 100 100 
dan barang sesuai SAP 

8. Hasil Evauasi SAKIP Kategori B B BB BB A A A 

9. Tingkat Maturitas SPIP Level 1 2 3 3 3 3 3 
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No. 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

Rencana Strategis 2017-2022 
'E~~Dl'47~ 

Tabel 7.2. 
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun 

Indikator Sasaran Satuan awal periode 
RPJMD 
2017 2018 2019 2020 2021 

2 3 4 5 6 7 8 
Capaian keselarasan RKPD terhadap Persen 100 100 100 100 100 
RPJMD 
Capaian keselarasan Rencana Keija Persen 100 100 100 100 100 
terhadap RKPD 
Persentase aspirasi masyarakat yang Persen 11,85 >20 >20 >20 >20 
terakomodir dalam perencanaan 
Persentase capaian kineija indikator Persen 75 75 75 100 100 
kineija utama daerah 
Persentase hasil penelitian dan Persen 50 60 60 75 
pengembangan yang dimanfaatkan 
lndeks Kepuasan Masyarakat Kategori Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik 
Persentase tingkat laporan keuangan Persen 100 100 100 100 
dan barang sesuai SAP 
Hasil Evauasi SAKIP Kategori B B BB BB A 

Tingkat Maturitas SPIP Level 1 2 3 3 3 
-- ------ ------- - --

Target Akhir 
RPJMD 

2022 
9 10 

100 100 

100 100 

>20 >20 

100 100 

75 75 

Sangat Baik Sangat Baik 

100 100 

A A 

3 3 
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No. Saaaran 

1 2 
1. Meningkatnya 

sinergitas 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

Tabel 7.3. 

Rencana Strategis 
~~<JU7~ 

Formulasi lndikator Kinerja Utama (IKU) 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Peu,jelasan 
lndlkator Satuan 

Alasan Formulasl/ Rumus Sumber Data Perhltungan 
3 4 5 6 7 

Capaian keselarasan Persen 1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang (Jumlah substansi Sekretariat 
RKPD terhadap Sistem Perencanaan program prioritas 
RPJMD Pembangunan Nasional dalam RKPD/ Jumlah 

2. 86 Tah un 20 17 ten tang Tata program prioritas 
Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi dalam RPJMD Kota) x 

Pembangunan Daerah, Tata 100% 
Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Peru bahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah 

3. DaerahPeraturan Daerah Kota 
Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Tata Cara 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

-- - ------ -- --- --

Program dan Ket. 
Keglatan 

8 9 
Program 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

--------
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No. Sa saran Incllkator Satuan 
Ala san 

1 2 3 4 5 
2. Capaian keselarasan Persen 1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Sistem Perencanaan 
terhadap RKPD Pembangunan Nasional 

2. 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Peru bahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah 

3. DaerahPeraturan Daerah Kota 
Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Tata Cara 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah 

3. Persentase aspirasi Persen Salah satu pendekatan dalam 
masyarakat yang penyusunan perencanaan 
terakomodir dalam pembangunan adalah partisipatif, 
perencanaan sehingga dokumen perencanaan 

harus mengakomodir us ulan 
masyarakat yang sesuai dengan 
prioritas perencanaan 
pembangunan daerah 

Rencana Strategis 
~~M47~ 

Penjelasan 
Formulasi/ Rumus 

Sumber Data Perhitungan 
6 7 

(Jumlah substansi Sekretariat 
program prioritas 
dalam Rencana Kerjaj 
Jumlah program 
prioritas dalam RKPD) 
X 100% 

Jumlah usulan Bidang 
(Musrenbang dan 
Reses) dalam Dokumen 
Perencanaan terhadap 
Total Usulan 
(Musrenbang dan 
Reses) 

Program dan Ket. 
Kegiatan 

8 9 
Program 

Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

Program 
Perencanaan 

Pembangunan 
Daerah 
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No. 

1 
4. 

5. 

6. 

Saaaran 

2 
Meningkatnya 
capaian kinetja 
pembangunan 
daerah 

Meningkatnya 
pemanfaatan hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
dalam 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 
Meningkatnya 
kapasitas dan 
akuntabilitas 
kinetja 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 

lnclikator 

3 
Persentase capaian 
kinetja indikator 
kinerja utama daerah 

Persen tase hasil 
penelitian dan 
pengembangan yang 
dimanfaatkan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

I Satuan 

I 4 
I Persen 

Persen 

Kategori 

Ala san 

5 
Permendagri No. 54 Tahun 2010 
menyatakan bahwa dalam rangka 
evaluasi terhadap dokumen 
perencanaan harus dilakukan 
penilaian hasil pelaksanaan 
dokumen perencanaan 
Peraturan W alikota Tasikmalaya 
Nomor 117 Tahun 2013 ten tang 
Pembentukan Organisasi dan Tata 
Ketja Unit Pelaksana Teknis Badan 
pacta Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian Dan 
Pengembangan Daerah Kota 
Tasikmalaya 
Untuk mengetahui sejauhmana 
kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan, harus dilakukan survey 
kepuasan masyarakat 
sebagaimana amanat Permenpan 
No. 16 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Survei Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 
Penyelenggaraan 
Pelayanan Pu blik 

P~elasan 
Formulasi/ Rumus 

Perhituu.gan 
6 

Jumlah capaian IKU 
sesuai target terhadap 
total jumlah IKU 

Jumlah hasil 
penelitian yang 
dimanfaatkan terhadap 
total penelitian 

Hasil survey kepuasan 
masyarakat lingku p 
perencanaan 

Sumber Data 

7 
Sekretariat 

Bidang 

Sekretariat 

Program dan 
Kegiatan 

8 
Program 
Pengendalian 
Perencanaan 
Pembnagunan 
Daerah 

Program Penelitian 
dan Pengembangan 
Daerah 

1. Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

2. Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

3. Program 
Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

4. Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 
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PeuJelaaau 
No. Saaarau lucUkator Satuau Ala .. D 

Formulaai/ Rumua 
Sumber Data Program dan Ket. 

Perhituugau Kegiatau 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Persentase tingkat Persen Realisasi tingkat Sekretariat Program Peningkatan 
laporan keuangan dan laporan keuangan dan Pengembangan 
barang sesuai SAP barang sesuai SAP Sis tern Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

8. Nilai Evaluasi SAKIP Kategori Evaluasi AKIP merupakan amanat Hasil evaluasi SA KIP Sekretariat Program Peningkatan 
Permenpan No. 53 Tahun 2014 oleh APIP Pengembangan 

Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

9. Maturitas SPIP Level Sistem Pengendalian Intern Hasil evaluasi SPIP Sekretariat Program 
Pemerintah merupakan amanat oleh APIP Perencanaan Kerja 
Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia 
Nomor 60 Tahun 2008 
Ten tang 
Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah 

-----
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BAB VIII 
PENUTUP 

2017-2022 

Renstra Bappelitbangda adalah dokumen perencanaan perangkat 

daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi 

Bappelitbangda yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. 

Renstra Bappelitbangda akan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur 

Bappelitbangda dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi 

Bappelitbangda untuk periode perencanaan tahun 2018-2022. Selanjutnya 

ditetapkan pulaj kaidah pelaksanaan, agar Renstra Bappelitbangda dapat 

berjalan dan dilaksanakan dengan baik. 

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Bappelitbangda sebagai berikut: 

1. Renstra akan dijabarkan dan menjadi pedoman dalam Penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan 

keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan 

Renja harus berpedoman pada Renstra. 

2. Seluruh aparatur Bappelitbangda agar dapat menjalin koordinasi dan 

kerjasama yang baik dalam melaksanakan program dan kegiatan yang 

tercantum dalam Renstra, sehingga tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target 

kinerja dalam Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan 

evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan 

secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat 

nasional, provinsi dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan 

Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Bab IV -1-


